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PENERAPAN NILAI KEADILAN DALAM SISTEM BAGI HASIL PADA KOPERASI 
SYARI’AH BMT AL-AZHAR MAROS 
  





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai keadilan dalam 
sistem bagi hasil pada Koperasi Syariah BMT al-Azhar Maros. Metode penelitian 
yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang diperoleh dari observasi dan 
wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai keadilan dalam sistem 
bagi hasil yang dimaksud adalah yang pertama, prinsip keadilan dalam implementasi 
yang mencakup adanya negosiasi yang seimbang antara nasabah dan BMT 
sehingga tidak ada yang merasa lebih berkuasa, transparansi dana antara pihak 
nasabah dengan BMT, jangka waktu yang konsisten yang tertuang dalam akad, 
nisbah terhindar dari gharar yang ditunjukkan dengan ditentukannya limit waktu 
pada tabungan mudharabah, dan bukan hanya untung saja yang dibagi akan tetapi 
jika mengalami kerugian. Kedua, prinsip keadilan dalam penentuan nisbah bagi hasil 
yang mencakup dasar penentuan nisbah bagi hasil dimana yang menjadi dasar 
penentuan nisbah adalah jenis usaha, proyeksi penggunaan dana, usaha nasabah, 
dan nisbah bagi hasil yang proporsional.  
 

















THE APPLICATION OF  JUSTICE IN THE SYSTEM VALUE FOR THE PROFIT 
SHARING 
ON KOPERASI SYARI’AH BMT AL-AZHAR MAROS 




This study aims to determine the value of fairness in the application of the 
results of the cooperative system of Sharia al-Azhar BMT Maros. The research 
method used by descriptif kualitatif from direct observation and interviews. 
Researchers also collected relevant literature and research that support the 
discussion. The findings showed that the value of equity in profit-sharing system in 
question is the first, the principle of fairness in the implementation that includes a 
balanced negotiation between client and BMT so that no one feels more powerful, 
transparency of funds between the customer with the notification BMT, a consistent 
period of time stated in the contract, ratio to avoid gharar shown with it determines 
the time limit on saving mudharabah, and not just profits are shared but if you have a 
loss. Second, the principle of fairness in the determination of the profit sharing ratio 
which includes revenue sharing basis to determine which are the basis for the 
determination of the ratio is the type of business, the projected use of funds, the 
client's business, and the profit sharing ratio is proportional. 
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1.1 Latar Belakang 
Di dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mampu memenuhi 
seluruh kebutuhan hidupnya tanpa adanya bantuan orang lain. Demikian juga 
dalam konteks bisnis, seberapa pun hebatnya kemampuan seseorang, dia tidak 
mungkin bisa mengembangkan bisnisnya tanpa ada bantuan dan keterlibatan 
orang lain dalam perjalanan usahanya. Saling membutuhkan dalam memenuhi 
kebutuhan inilah yang menjadi dasar terbentuknya kerjasama manusia baik 
antara institusional maupun personal. Fungsi kerjasama ini didasari oleh usaha 
tolong-menolong dan silaturahmi. Sebagaimana firman-Nya: 
Artinya:  
“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya [263] Allah 
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang 
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah 
yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama 
lain [264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah 
selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Qs. An-nisa 4:1). 
Syari‟at Islam memperbolehkan bekerjasama dalam  bisnis (yang 
bersih dari interaksi riba atau harta haram) berbagi sama rata (berkeadilan) 
dalam keuntungan dan kerugian. Persentase keuntungan dan kerugian ini harus 
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Salah 
satu pihak bisa mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat atau kurang dari 
itu. Jadi, masing-masing pihak akan mendapatkan bagian sesuai dengan 
proporsinya apabila usahanya untung, dan sama-sama menanggung kerugian 
apabila usahanya mengalami kerugian. Dalam Islam, ketika kerjasama itu 






menzalimi kerjasamanya, dan semata-mata mencari ridha Allah, maka disitulah 
terdapat campur tangan Allah yang membuat bisnisnya menghasilkan 
keuntungan. Oleh karena itu, kejujuran dalam mengelola dan keadilan dalam 
berbagi hasil atau upah menjadi syarat mutlak dalam kerjasama. 
Di dalam prinsip Islam, kerjasama dilakukan dengan tidak menentukan 
keuntungan di awal, akan tetapi dilakukan melalui bagi hasil dalam keadaan 
untung maupun rugi. Prinsip semacam ini sangat menjunjung terjadinya keadilan 
dalam bagi hasil, karena hasil akhir suatu kegiatan bisnis tidaklah pasti. Bila 
penentuan untung dilakukan di awal, maka kemungkinan besar salah satu pihak 
akan mengalami kerugian, sedangkan Islam menghendaki dilakukannya 
perhitungan bagi hasil secara adil.  
Keadilan berlaku di negeri manapun dan kapan pun. Keadilan akan 
mengikis kecurigaan dan persengketaan sehingga kerjasama dapat berjalan 
dalam jangka panjang dan saling menguntungkan satu sama lain. Islam 
menjunjung tinggi nilai keadilan dalam segala aspek kehidupan dan mengecam 
kezaliman sebab kezaliman akan menciptakan kecurangan, karena itu hanya 
dengan keadilan hal tersebut dapat diwujudkan. Sebagaimana Allah jelaskan 
dalam kisah Nabi Daud: 
Artinya: 
“Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta 
kambingmu itu untuk kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-
orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah 
mereka itu.” (QS. Shaad (38) : 24). 
Ayat ini memberikan satu sinyal bahwa sangat mungkin dalam sebuah 
kerjasama terjadi penzaliman satu sama lain, kecuali orang-orang yang imannya 
benar dan selalu ingin berbuat baik (shaleh), oleh karena itu diperlukan sikap 
kehati-hatian dan kewaspadaan sebelum melakukan suatu kerjasama, sekali pun 
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dengan orang yang berlabel Islam. Nilai keadilan dalam kerjasama ini akan 
membawa rahmat, ketentraman dan kesejahteraan. Keuntungan yang 
dihasilkannya pun akan membawa berkah. Begitu pula sebaliknya, 
pengkhianatan dalam kerjasama bisnis hanya akan menjauhkan seseorang dari 
rahmat dan berkah Allah SWT. 
Berlaku adil menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan suatu 
bisnis, namun setiap mukmin harus berusaha menaatinya agar kerjasama bisnis 
itu membawa keselamatan dunia dan akhirat, sebaliknya mengkhianati keadilan 
maka tunggu saja kehancuran baik di dunia maupun akhirat. Jumlah orang yang 
demikian memang sedikit terlebih dalam kondisi ekonomi yang sangat kompetitif 
dan materialistis seperti sekarang ini, karena kebanyakan manusia persis seperti 
yang diprediksikan oleh Rasulullah saw. yaitu bahwa manusia lebih kental 
dengan mengejar kemewahan hidup duniawinya. Padahal Rasulullah dalam 
beberapa inti sari sabdanya mengajarkan umatnya untuk mencari kekayaan, 
tetapi tetap dalam koridor syari‟at Islam agar kekayaan yang dicari dan diperoleh 
itu dapat menjadi ladang kebaikan dan jalan menuju surga. 
Rasulullah saw. mengatakan bahwa: tangan Allah menyertai dua 
orang yang berserikat (bekerja sama), selama salah satu pihak tidak berkhianat 
kepada yang lainnya, jika salah satu pihak mengkhianati rekannya, maka Allah 
akan menarik tangan-Nya dari mereka yang berserikat (HR. Daraquthny). 
Demikian juga Rasulullah mengatakan  bahwa Allah adalah orang ketiga dari dua 
orang yang berserikat, selama salah satu pihak tidak mengkhianati kawannya. 
Jika salah satu mengkhianati kawannya, maka Allah akan keluar dari mereka 
berdua (HR. Abu Dawud dan Hakim). 
Dalam pandangan Islam orang yang mengkhianati perjanjian 
kerjasama yang telah disepakati bersama, termasuk orang yang munafik 
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sebagaimana yang dikemukakan oleh Rasulullah saw. bahwa “tiga ciri orang 
munafik walaupun dia berpuasa, mendirikan shalat dan mengaku dirinya muslim 
sejati, yaitu: apabila berbicara dia dusta (bohong campur dusta), jika berjanji 
tidak dipenuhi ia mengingkari, dan apabila diberi kepercayaan dia khianati. 
Sementara itu Rasulullah pun berjanji bagi orang yang menepati janji dalam 
bekerjasama maupun dalam segala aspek kehidupan adalah sebagian dari iman,  
dan baginya tidak ada pahala kecuali surga. Dalam hal ini pondasi tolong-
menolong dan silaturahim dalam membangun kerjasama bisnis adalah 
keimanan. 
“Ruh‟ sistem Islam adalah pertengahan yang adil, yang dengannya 
Allah menjadikan ciri khas utama umat ini”. Ciri khas pertengahan ini tercermin 
dalam keseimbangan yang adil yang ditegakkan oleh Islam di antara individu dan 
masyarakat, sebagaimana ditegakkannya dalam berbagai “pasangan” lainnya: 
dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, akal dan rohani, idealisme dan fakta, polisi 
iman dan polisi penguasa, dan pasangan-pasangan lainnya yang sudah sangat 
dikenal (Qardhawi, hal 85 dalam Yusuf dan Wiroso, 2011:61). Pasangan-
pasangan itu saling menopang dalam keharmonisan. 
Begitu juga dalam implementasi sistem ekonomi syari‟ah tidak 
menganiaya masyarakat terutama masyarakat lemah seperti yang dilakukan oleh 
sistem kapitalis, sebagaimana firman-Nya: 
Artinya:  
“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan), 
supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu, dan tegakkanlah 
timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (Ar-
rahman:7-9). 
 
Qardhawi (hal 308-309) dalam Yusuf dan Wiroso (2011:62) 
menjelaskan bahwa termasuk di antara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh 
Islam disini dan dalam semua aspek ekonomi Islam adalah: “sikap adil”. 
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Cukuplah bagi kita bahwa al-Qur‟an telah menjadikan tujuan semua risalah langit 
adalah melaksanakan keadilan. 
Dalam sistem bagi hasil pada suatu bisnis syari‟ah, para pelaku bisnis 
dituntut untuk berlaku adil dan tidak berbuat zalim. Memenuhi perjanjian yang 
telah disepakati bersama, dan memenuhi semua kewajibannya serta 
memberikan hak sesuai dengan proporsi dana yang telah disepakati sebelumnya 
tanpa mengurangi dan melebih-lebihkannya. Pemilik modal tidak boleh 
sewenang-wenang dengan membuat keputusan sendiri yang hanya 
menguntungkan pada dirinya sendiri saja. 
Islam telah memberikan hak masing-masing dari individu dan 
masyarakat secara utuh, dan menuntut penunaian segala kewajibannya, menjadi 
hakim yang adil di antara keduanya dan membagi tanggung jawab kepada 
keduanya secara adil. Islam mengharamkan setiap hubungan bisnis yang 
mengandung kezaliman dan tipu daya muslihat. Ia mewajibkan terpenuhinya 
keadilan yang teraplikasikan dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak 
bisnis. 
BMT adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang berlandaskan 
pada asas-asas syari‟ah. Segala bentuk transaksi dan prosedurnya mengacu 
pada ekonomi syari‟ah. BMT diharapkan menjadi salah satu alternatif 
pengembangan ekonomi masyarakat sehingga perlu ditumbuh kembangkan. 
BMT beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi syari‟ah yang intinya 
menerapkan bahwa pada dasarnya merupakan salah satu alat produksi untuk 
meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan orang perorang.  
Melihat pentingnya nilai keadilan sebagai salah satu nilai fundamental 
dalam ajaran Islam yang harus diterapkan dalam sistem bagi hasil, maka penulis 
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termotivasi untuk meneliti mengenai: “Penerapan Nilai Keadilan dalam Sistem 
Bagi Hasil pada Koperasi Syari’ah BMT al-Azhar Maros”. 
 
1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang 
menjadi masalah pokok dalam penulisan ini adalah: Bagaimana nilai keadilan 
diterapkan dalam sistem bagi hasil  pada Koperasi Syari‟ah BMT al-Azhar 
Maros? 
 
1.3  Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai keadilan 
dalam sistem bagi hasil pada Koperasi Syari‟ah BMT al-Azhar Maros. 
 
1.4  Manfaat Penelitian  
Dari penelitian yang dilaksanakan ini, diharapkan mampu 
memberikan  manfaat  bagi pihak -pihak yang terkait dan membutuhkan  
hasil penelitian ini, antara lain: 
1. Bagi Peneliti 
Sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan, terutama yang 
terkait dengan masalah dalam penulisan ini dan sebagai syarat 
untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. 
2. Bagi Perusahaan  
Dalam  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi 
dan  gambaran yang berkaitan dengan penerapan nilai keadilan 





3. Bagi Pengembangan Ilmu 
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi 
penelitian lebih lanjut. Penelitian ini dapat menjadi tambahan 
perbendaharaan bacaan (kepustakaan), dan menambah 
pengetahuan dan referensi bagi mahasiswa yang membutuhkan. 
 
1.5  Sistematika Penulisan 
Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan 
disusun dengan materi sebagai berikut:  
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 
penulisan. 
BAB II  : LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari 
dan berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, yang 
digunakan sebagai pedoman dalam menganalisa masalah. 
Diantaranya pengertian BMT, pengertian bagi hasil, teori bagi 
hasil, konsep bagi hasil, nisbah keuntungan berdasarkan prinsip 
bagi hasil, faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil, fatwa 
tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan 
syari‟ah, pengertian keadilan, prinsip keadilan, asas hukum 
keadilan, konsep keadilan dalam ekonomi,  ide keadilan dalam 





BAB III : METODE  PENELITIAN  
Bab ini diuraikan perihal jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis 
dan sumber data, metoda pengumpulan data berupa wawancara 
dan observasi, serta metode analisis data. 
BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
Bab ini berisikan Gambaran Umum Perusahaan yang berisi 
tentang sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, 
struktur organisasi, sistem kerja perusahaan, dan produk-produk 
yang dipasarkan oleh perusahaan.  
BAB V  : PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang evaluasi penerapan nilai keadilan dalam 
sistem bagi hasil pada Koperasi Syari‟ah BMT al-Azhar Maros. 
BAB VI   : PENUTUP 















2.1  Tinjauan BMT Secara Umum 
2.1.1   Pengertian BMT 
Menurut Maznoer (2013): 
BMT adalah kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau 
Baitul Maal Wat Tamwil, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang 
beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari‟ah. BMT sesuai namanya terdiri 
dari dua fungsi utama yaitu: 
1. Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan 
pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam 
meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan 
antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang 
pembiayaan kegiatan ekonomi.  
2. Baitul maal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq dan 
sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan 
peraturan dan amanahnya. 
Menurut Winza (2010): 
Baitul Maal wat tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, 
adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, 
menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat 
derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, 
ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat 
setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam: 
keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. 
Menurut Yaya dkk (2009:22): 
 
Baitul maal wat tamwil (BMT), atau disebut juga dengan “Koperasi 
Syari‟ah”, merupakan lembaga keuangan syari‟ah yang berfungsi 
menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya 
beroperasi dalam skala mikro. 
Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan 
pendanaan yang berdasarkan sistem syari‟ah. Peran ini menegaskan arti penting 
prinsip-prinsip syari‟ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga 
keuangan syari‟ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat 






tugas penting dalam mengemban misi ke-Islaman dalam segala aspek 
kehidupan mayarakat (Sudarsono, 2003:96). 
 
2.1.2  Asas dan Landasan BMT 
BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip 
syari‟ah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/koperasi, 
kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian keberadaan 
BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan 
syari‟ah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syari‟ah. Keimanan 
menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. 
Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia 
dan di akhirat juga keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (sosial dan bisnis). 
Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan 
tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup 
hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus 
berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah 
pola pengelolaannya harus profesional (Ali, 2012). 
 
2.1.3 Prinsip Operasi BMT 
Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh dengan BPR syari‟ah, 
yakni menggunakan 3 prinsip (Sudarsono, 2003:101-102): 
1) Prinsip bagi hasil 









2) Sistem jual beli 
Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam 
pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi 
kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian 
bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya 
tersebut dengan ditambah mark-up. Keuntungan BMT nantinya akan 
dibagi kepada penyedia dana. 
 
a. Ba‟I al-murabahah 
b. Ba‟I as-salam 
c. Ba‟I al-istishna 
d. Ba‟I al-bistsaman ajil 
3) Sistem non profit 
Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini 
merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial. Nasabah 
cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja. 
 
4) Akad bersyarikat 
Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih 
dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai 





5) Produk pembiayaan 
Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan pinjam meminjam diantara BMT dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil 
setelah jangka waktu tertentu. 
 
a. pembiayaan al-murabahah 
b. pembiayaan al-ba‟I bitsaman ajil 
c. pembiayaan al-mudharabah 
d. pembiayaan al-musyarakah 
Untuk meningkatkan peran BMT dalam kehidupan ekonomi 
masyarakat, maka BMT terbuka untuk menciptakan produk baru. Tetapi produk 
tersebut harus memenuhi syarat (Sudarsono, 2003:102): 
1) Sesuai dengan syariat dan disetujui oleh Dewan Syariah. 
2) Dapat ditangani oleh sistem operasi BMT bersangkutan. 
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3) Membawa kemaslahatan bagi masyarakat. 
2.1.4  Mekanisme Operasional BMT 
 
Menurut Ali (2012) BMT dikelola oleh manajer, teller, marketing dan 
pengurus. Dan BMT dibawah bimbingan Kementrian Koperasi dan UKM (Usaha 
Kecil Menengah).  Selain itu  BMT juga mempunyai visi dan misi agar 
mekanisme operasionalnya berjalan dengan baik. Diantaranya adalah: 
Visi: Harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi 
lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah, 
memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan 
masyarakat pada umumnya. 
Misi: Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan 
struktur masyarakat madani yang adil bermakmuran, 
berkemajuan, serta makmur, maju, berkeadilan, berlandaskan  
syariah dan ridho Allah SWT. 
 
2.2   Metode Bagi Hasil 
2.2.1   Pengertian Bagi Hasil 
Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan 
dengan  pembagian hasil usaha yang harus ditentukan pada awal terjadinya 
kontrak kerjasama (akad), dimana yang ditentukan adalah porsi masing-masing 
pihak, misalnya 30:70 yang berarti bahwa hasil usaha yang diperoleh akan 
didistribusikan sebesar 30% bagi pemilik dana dan 70% bagi pengelola dana.  
Menurut Hasan (2003:169) salah satu bentuk kerjasama antara 
pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa 
tolong-menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak 
mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang 
yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. 




Menurut Ismail (2011:95) bagi hasil adalah pembagian atas hasil 
usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu 
pihak nasabah dan pihak bank syari‟ah. 
Berdasarkan beberapa pengertian bagi hasil di atas, peneliti dapat 
menarik kesimpulan bahwa bagi hasil adalah bentuk kerjasama antara pihak 
investor dengan pihak pengelola yang nantinya akan ada pembagian hasil sesuai 
dengan persentase jatah bagi hasil, berdasarkan dengan apa yang telah 
disepakati bersama. 
Menurut Amjar (2003:57) mekanisme penghitungan bagi hasil terdiri 
dari dua sistem:  
1. profit sharing. Adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net 
dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang 
dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. 
2. revenue sharing. Adalah  perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total 
seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya 
yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. 
 
 
2.2.2    Teori Bagi Hasil 
Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit 
sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. 
Secara definitif profit sharing diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba 
pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal 
itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada 
laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk 
pembayaran mingguan atau bulanan (Muhammad, 2004:18).Sedangkan 
menurut Antonio dalam Muhammad (2002:18) bagi hasil adalah suatu sistem 
yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan 
pengelola dana.  
Pada mekanisme lembaga keuangan syari‟ah atau bagi hasil, 
pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik 
penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis 
korporasi (kerjasama) (Muhammad, 2004:18).  
Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi 
pembagian hasil (disebut nisbah bagi hasil) dalam ukuran persentase atas 
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kemungkinan hasil produktifitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata 
diterima, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-
benar telah ada (ex post phenomenon, bukan ex ente). Nisbah bagi hasil 
ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerjasama. Besarnya 
nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing 
pihak dalam bekerjasama (share and partnership) dan prospek perolehan 
keuntungan (expected return) serta tingkat risiko yang mungkin terjadi (expected 
risk) (Hendri Anto, 2003 dalam Yahya dan Edy, 2011). Jadi, pembagian hasil 
usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak. Besarnya 
penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai 
kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-
masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.  
Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib 
sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit 
disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua 
kerugian telah ditutup dan ekuiti shahibul maal telah dibayar kembali. Jika ada 
pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai 
pembagian keuntungan di muka (Muhammad, 2004:19).  
Kerjasama para pihak dengan menggunakan sistem bagi hasil harus 
dilaksanakan secara transparan dan adil. Sebab semua pengeluaran dan 
pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis tersebut bukan untuk kepentingan 
pribadi yang menjalankan proyek. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui 
oleh para pihak yang terkait, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha 
harus disepakati dalam kontrak agar antar pihak dapat saling mengingatkan. 




2.2.3   Konsep Bagi Hasil 
Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga 
yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syari‟ah, 
konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut (Diningrat, 2009): 
1. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan 
yang bertindak sebagai pengelola dana. 
2. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang 
dikenal dengan sistem pool of fund (penghimpunan dana), 
selanjutnya pengelola menginvestasikan dana-dana tersebut ke 
dalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan 
serta memenuhi semua aspek syariah. 
3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang 
lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu 
berlakunya kesepakatan tersebut. 
 
2.2.4 Nisbah Keuntungan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil 
 
Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak 
ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima 
oleh kedua belah pihak yang bermudharabah (Karim, 2007:206).  
Hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil (Karim, 2007:206-
210) yaitu: 
1. Prosentase. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk 
prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai 
nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 
70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan 
ditentukan berdasarkan kesepakatan (Al-Kasani dkk dalam Karim, 
16 
 
2007:207), bukan berdasarkan porsi setoran modal; tentu dapat 
saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi 
setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam 
bentuk nominal Rp tertentu, misalnya shahib al-maal mendapat    
Rp. 50 ribu, mudharib mendapat   Rp. 50 ribu. 
2. Bagi Untung dan Bagi Rugi. Ketentuan di atas itu merupakan 
konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, 
yang tergolong ke dalam kontrak investasi (natural uncertainty 
contracts). Dalam kontrak ini, return dan timing cash flow kita 
tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, 
kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba 
bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Bila 
bisnis dalam akad mudharabah ini mendatangkan kerugian, 
pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi 
berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan 
mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan 
nisbah saja, yakni karena nisbah 50:50 atau 99:1 itu, hanya 
diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnis rugi, kerugiannya itu 
harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan 
berdasarkan nisbah.  
3. Jaminan. Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya 
karena mudharib lalai dan/atau melanggar persyaratan-persyaratan 
kontrak mudharabah, maka shahib al-mal tidak perlu menanggung 
kerugian seperti ini.  
Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu 
dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, 
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sebagaimana dalam akad syirkah lainnya (Zuhaili dalam Karim, 
2007:208). Jelas hal ini konteksnya adalah business risk.  
Sedangkan untuk character risk, mudharib pada hakikatnya menjadi 
wakil dari shahibul maal dalam mengelola dana dengan seizin 
shahibul maal, sehingga wajiblah baginya berlaku amanah. Jika 
mudharib melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam 
merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, 
kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk 
dalam bisnis mudharabah yang disepakati, atau ia keluar dari 
ketentuan yang disepakati, mudharib tersebut harus menanggung 
kerugian mudharabah sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi 
dan tanggung jawabnya.  
4. Menentukan Besarnya Nisbah. Besarnya nisbah ditentukan 
berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. 
Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-
menawar antara shahib al-maal dengan mudharib. Dengan 
demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 
80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 
100:0 tidak diperbolehkan. 
5.  Cara Menyelesaikan Kerugian (Ibrahim dalam Karim, 2007:210) 
Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah: 
a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan 
merupakan pelindung modal.  





2.2.5   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil 
Menurut Tiara (2011) kontrak mudharabah adalah suatu kontrak yang 
dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah 
memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya investasi dipengaruhi banyak 
faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang 
tidak langsung. 
Menurut Antonio (1999:237-238), faktor-faktor tersebut adalah: 
1. Faktor langsung 
Diantara faktor-faktor langsung (direct factors) yang mempengaruhi 
perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia, 
dan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio).  
a) investment rate merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan 
dari total dana. 
b) jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah 
dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk di investasikan. 
Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode: 
1. rata-rata saldo minimum bulanan. 
2. rata-rata total saldo harian.  
Invesment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia 
untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang 
digunakan. 
c) Nisbah (profit sharing ratio) 
1. Salah satu ciri al mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan 
dan disetujui pada awal perjanjian.  
2. Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya 
sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya. 
2. Faktor tidak langsung 
a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah. 
1. Pendapatan yang “dibagi-hasilkan” merupakan pendapatan yang 
diterima setelah dikurangi biaya-biaya. 
2. Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut revenue sharing. 
b)  Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting). 
Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas 
yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan 
dan biaya. 
 
2.2.6   Jenis-Jenis Akad Bagi Hasil 
Pola-pola kerjasama ekonomi dalam Islam dapat dilakukan dalam 
bentuk mudharabah dan musyarakah (syirkah) (Choudhury,1986; Mannan, 1997 
dalam Jusmaliani, 2008:39). Dalam kerjasama mudharabah atau musyarakah, 
yang sangat dipentingkan adalah kontrak kepercayaan („uqud al amanah) yaitu 
kewajiban absolut di bidang keadilan dan kejujuran di antara mitra usaha. Setiap 
upaya melakukan penipuan atau mendapatkan bagian yang tidak adil dianggap 
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sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap ajaran Islam (Jusmaliani, 
2008:39-40). 
1. Mudharabah 
Secara fikih, menurut Sadr dalam Muhammad (2008:27) mudharabah 
adalah kontrak khusus antara pemilik modal dan pengusaha dalam rangka 
mengembangkan usaha yang modalnya berasal dari pihak pertama dan kerja 
dari pihak kedua, mereka bersatu dalam keuntungan dengan pembagian 
berdasarkan persentase.  
Menurut pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah 
dalam Mardani (2012:196) mudharabah adalah kerjasama antara 
pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu 
dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. 
Pola mudharabah merupakan pola kerjasama usaha di mana 
pihak pertama (shahibul maal) menyediakan modal dan bertindak 
sebagai mitra pasif sedangkan pihak lainnya (mudharib) menyediakan 
keahlian dan manajemen untuk mengelola usaha (Jusmaliani, 
2008:40).  
Dalam hal ini mudharib diberi amanah untuk menjalankan 
usaha, sehingga diperlukan sikap hati-hati dan menjaga kepercayaan 
serta bertanggung jawab atas amanah tersebut. Melalui  pola 
kerjasama mudharabah kedua belah pihak yang bermitra tidak akan 
mendapatkan bunga, akan tetapi melakukan bagi hasil berdasarkan 
proporsi yang disepakati (Mannan, 1997; Chapra, 2000 dalam 
Jusmaliani, 2008:40). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan 
yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung 
secara proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. 
Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian       
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si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas 
kerugian tersebut (Djamil, 2012:173).  
2. Musyarakah (syirkah) 
Musyarakah (syirkah) merupakan pola  kerjasama kemitraan antara 
dua orang atau lebih dalam usaha tertentu, di mana masing-masing pihak 
memberi kontribusi dana dengan proporsi perbandingan yang sama atau tidak 
sama dan bersepakat atas rasio keuntungan maupun kerugian yang 
ditetapkan berdasarkan proporsi penyertaan modal atau kesepakatan 
bersama (Jusmaliani, 2008:41). 
Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 dalam 
Nurhayati dan Wasilah (2011:142) mendefinisikan musyarakah sebagai akad 
kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana 
masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa 
keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian 
berdasarkan porsi kontribusi dana.  
Menurut Bank Indonesia dalam Djamil (2012:165) musyarakah 
adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih 
pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha halal dan produktif. 
Berdasarkan beberapa pengertian musyarakah di atas, peneliti 
dapat menarik kesimpulan bahwa musyarakah adalah kerjasama 
antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha  di mana masing-
masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa 
keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan 
kesepakatan yang telah dibuat.  
Dalam perkembangannya bentuk kemitraan usaha ini tidak 
terbatas hanya dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 
Berdasarkan prinsip analogi (qiyas) dan mashalih mursalah untuk 
kepentingan umum, para fuqaha membolehkan bentuk kemitraan 
berdasarkan korporasi. Meskipun demikian pengaturan korporasi tetap 
didasarkan pada ajaran Islam, yaitu menjamin keadilan bagi 
pemegang saham dan direktur pengelolanya. Pemegang saham 
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bertindak sebagai shahibul maal sedangkan direktur dalam kapasitas 
sebagai mudharib. Mereka tidak boleh diberi imbalan biaya 
manajemen yang sifatnya tetap sebagaimana yang telah ditentukan 
dalam bisnis modern. Di samping mendapatkan keuntungan dari 
bagian saham yang dimiliki, sebagaimana pemegang saham yang 
lainnya, maka mereka juga mendapatkan bagian saham keuntungan 
ekstra karena pengelolaan usahanya. Akan tetapi jika perusahaan 
mengalami kerugian maka mereka tidak akan mendapatkan fee 
pengelolaan usaha, dan harus ikut menanggung kerugian sesuai 
proporsi modalnya. Ketentuan ini harus dijelaskan dalam akta 
kesepakatan secara tertulis untuk dapat diketahui oleh pemegang 
saham lainnya (Chapra, 2000 dalam Jusmaliani, 2008:42-43). 
 
2.2.7 Fatwa tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga 
Keuangan Syari’ah  
Fatwa dewan syari‟ah nasional NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 menetapkan 
bahwa : 
Pertama: Ketentuan Umum 
1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (Net 
Revenue Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing) dalam 
pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. 
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah) saat ini, pembagian hasil 
usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue 
Sharing). 
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus 
disepakati dalam akad. 
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Kedua:   Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari‟ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 
 
2.3 Metode Keadilan 
2.3.1 Pengertian Keadilan 
Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Menurut 
Mujahid (2007) dalam al-Qur‟an kata adil dan anak katanya diulang sekitar 30 
(tiga puluh) kali. Al-Qur‟an mengungkapkannya sebagai salah satu dari asma‟ al 
husna Allah dan perintah kepada Rasulullah untuk berbuat adil dalam menyikapi 
semua umat yang muslim maupun yang kafir. Begitu juga perintah untuk berbuat 
adil ditujukan kepada kaum mukminin dalam segala urusan. 
Menurut Mujahid (2007) adil sering diartikan sebagai sikap moderat, 
obyektif terhadap orang lain dalam memberikan hukum, sering diartikan pula 
dengan persamaan dan keseimbangan dalam memberikan hak orang lain, 
tanpa ada yang dilebihkan atau dikurangi. 
Secara harfiah, kata „adl adalah kata benda abstrak, berasal dari kata 
kerja adala yang berarti: pertama, meluruskan atau duduk lurus, 
mengamandemen atau mengubah; kedua, melarikan diri, berangkat atau 
mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang benar); ketiga, 
sama atau sepadan atau menyamakan; keempat, menyeimbangkan atau 
mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang 
(state of equilibrium). Dalam pengertian konseptual, Ibnu Manzur, seseorang 
leksikograf, menyatakan bahwa, “Sesuatu yang terbina mantap dalam pikiran 
seperti orang yang berterus terang”, itu identik dengan makna keadilan 
(Khadduri, 1999:8). Sedangkan secara etimologis, keadilan dalam bahasa 
Arab dan al-Qur‟an berasal dari akar kata „adl yang artinya keteguhan jiwa 
atau istiqamah, lawan dari penyimpangan (al-ajwar) (Baidhawy, 2007:84).  
 
Ada lima aspek yang terkandung dalam istilah al-„adl dan bentukannya 
itu sebagaimana dijelaskan secara rinci sebagai berikut (Manzur dalam 
Baidhawy, 2007:85):  





“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum  di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”.(Qs. 4:58). 
Kedua, keadilan dalam hal perkataan atau ucapan, yang dimaksud 
adalah berkata jujur, tidak dusta atau tidak bohong, seperti terdapat dalam ayat: 
Artinya:  
“Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berkata dengan 
adil meskipun kepada kerabatmu sendiri, dan penuhilah janji Allah. 
Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu 
mengingatnya”. (Qs.6:152). 
Ketiga, keadilan dalam arti tebusan (al-fidyah), seperti tersebut dalam 
ayat: 
Artinya:  
“Dan jagalah dirimu dari siksa hari kiamat yang pada hari itu seseorang 
tidak dapat membela orang lain walau sedikitpun, dan tidak pula 
diterima syafaat dan tebusan darinya dan tidaklah mereka akan 
ditolong”. (Qs.2:48). 
Keempat, berkaitan dengan masalah perbuatan mempersekutukan 
Allah atau syirik, seperti termaktub dalam ayat: 
Artinya: 
“Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan 
mengadakan terang dan gelap, namun orang-orang yang kafir 
mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka”. (Qs.6:1). 
Kelima, keadilan berhubungan dengan struktur anatomi tubuh manusia 




“Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan 
menjadikan (susunan tubuh) mu proporsional”. (Qs.82:7). 
 
2.3.2 Prinsip Keadilan 
Menurut Mardani (2012:11-12) prinsip keadilan dalam bermuamalah 
adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (justice) antara pihak yang melakukan 
akad muamalah. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam 
menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan 
muamalah, misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil (nisbah) antara 
pemilik modal dan pengelola modal. 
 
Menurut Muhammad (2002:11) prinsip keadilan ini tidak saja 
merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, 
tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah 
manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas 
dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. 
Keadilan merupakan nilai dasar, etika aksiomatik, dan prinsip bisnis 
yang bermuara pada satu tujuan, yaitu menghindari kezaliman dengan tidak 
memakan harta sesama secara batil. Sebab pada dasarnya hukum asal 
dalam melakukan perjanjian adalah keadilan. Jangan sampai transaksi yang 
ada dalam lembaga keuangan syariah memuat sesuatu yang diharamkan 
hukum, seperti riba, gharar, judi dan lain-lain, (Sulaeman, 1985:176 dalam 
Ismanto, 2009:30). 
Keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dan utama yang harus 
ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan 
berekonomi. Prinsip keadilan mengarahkan pada para pelaku binis agar dalam 
melakukan aktivitas ekonominya tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. 
Menurut Ismanto (2009:31) nilai-nilai yang dikembangkan dalam prinsip keadilan 
merupakan tanggung jawab dari setiap perbuatan individu, baik terhadap dirinya, 
orang lain, maupun Tuhannya.  
Dalam bisnis, apa pun jenisnya tidak boleh dan haram hukumnya 
meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara, 
mengorbankan hak-hak orang lain, perilaku semacam ini adalah manifestasi dari 
sikap serakah karena mengikuti bujukan setan A‟War yang secara khusus 
menawarkan keuntungan dengan cara batil dan serakah, padahal ia harus 
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mempertanggungjawabkan di kemudian hari di hadapan Allah (Hasan, 2009:262-
263). 
Dalam sistem bagi hasil para pelaku syari‟ah dituntut untuk berlaku adil 
dan tidak berbuat zalim. Ketidakadilan dalam bisnis syari‟ah adalah sesuatu yang 
diharamkan Allah atas hamba-Nya. Di dalam al-Qur‟an disebutkan bahwa bagi 
para pelaku bisnis muslim untuk berhati-hati agar tidak melakukan tindakan yang 
dapat merugikan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain, akibat 
ketidakadilan yang dilakukan di dalam dunia bisnis.  
Pemilik modal tidak boleh sewenang-wenang dengan membuat 
keputusan sendiri yang hanya menguntungkan pada dirinya sendiri saja. 
Seorang muslim yang baik tidak akan melakukan hal yang dilarang dalam agama 
yaitu berbuat zalim. Karena dengan berkeyakinan bahwa bila dia berbuat zalim 
maka Allah akan membalasnya. Seseorang yang tidak menegakkan keadilan 
dalam prinsip pembagian usaha, mustahil usahanya dapat berkembang. Jadi, 
keadilan merupakan prinsip yang harus ditegakkan dalam sistem bagi hasil. 
Adapun kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung 
dua pengertian, yaitu: Pertama, adalah berkaitan dengan praktik moral yaitu 
kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, 
informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan 
masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada 
nilai-nilai etika/syari‟ah dan moral). Pengertian kedua inilah yang lebih 
merupakan  sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi 
terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) 
yang lebih baik (Muhammad, 2002:12). 
Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip yang harus dipenuhi 
seseorang dalam melakukan kegiatan suatu kerjasama dengan orang lain begitu 
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pula dalam sistem bagi hasil, adapun elemen-elemen yang peneliti tetapkan 
adalah: 
1. Adanya keseimbangan/kesetaraan antara pemilik modal di satu 
pihak dengan ukuran jumlah dana dan pengelola dana di pihak lain 
dengan ukuran kemampuan mengelola usaha yang ditunjukkan 
dengan kelayakan usaha, prospek usaha atau proposal. 
2. Adanya sikap masing-masing pihak dalam menghadapi usaha yang 
menjadi materi/tujuan kerjasama dalam arti tidak ada yang merasa 
lebih berkuasa atau lebih berhak. 
3. Adanya keseimbangan dalam pembagian hasil dalam hal ini nisbah 
bagi hasil yang disepakati seimbang dengan kontribusi dana/modal 
dan manajemen. 
4. Adanya negosiasi antara pihak dalam menetapkan isi akad 
perjanjian yang dibuat agar masing-masing pihak memiliki asas 
kebebasan berkontrak. 
5. Adanya transparansi dana dari masing-masing pihak mengenai 
pemasukan dan pengeluaran rutin mengenai biaya yang digunakan 
selama melakukan kerjasama. 
6. Adanya konsistensi waktu dalam pelaksanaan akad perjanjian. 
7. Terhindarnya nisbah bagi hasil dari unsur gharar. 
 
2.3.3 Asas Hukum Keadilan 
Asas hukum keadilan merupakan salah satu asas yang sangat penting 
dalam suatu perjanjian. Asas ini sangat berpengaruh pada status akad. Ketika 
asas keadilan tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya 
akad yang telah dibuat. 
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Hukum menurut Apeldoorn (1996:11) dalam Alim (2010) bertujuan 
mengatur pergaulan hidup secara damai, akan mencapai tujuannya bila ia 
menuju peraturan yang adil. “Keadilan merupakan tujuan tertinggi hukum Islam” 
(Muslehuddin, 1997:12 dalam Alim, 2010).  
Menurut Rahardjo (1990:159) dalam Alim (2010) “membicarakan 
hukum adalah membicarakan hubungan antarmanusia. Membicarakan 
hubungan antarmanusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian 
setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa 
merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula”.  
Keadilan hukum Islam adalah mencari motif keadilan yang paling 
dalam, misalnya perbuatan itu dilakukan oleh niat sesuai dengan hadits Nabi dan 
kita berbuat seolah di hadapan Allah yang lebih dekat dengan urat leher kita 
sendiri (Muslehuddin, 1991:71 dalam Ismanto, 2009:30).  
Asas keadilan adalah asas yang penting dan mencakup semua asas 
dalam bidang hukum Islam (Ali, 2007:2). Keadilan dalam hukum Islam berarti 
keseimbangan antara kewajiban dan harus dipenuhi oleh manusia dengan 
kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu (Septian, 2011). 
Asas ini berkaitan erat dengan asas kesamaan, meskipun keduanya 
tidak sama, dan merupakan lawan dari kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman 
adalah mencabut hak-hak kemerdekaan orang lain, dan/atau tidak memenuhi 
kewajiban terhadap akad yang dibuat. Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan 
dan al-Qur‟an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. 
Bahkan al-Qur‟an menempatkan keadilan lebih dekat kepada takwa (Djamil, 
2012:20). Sebagaimana firman-Nya: 
Artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan 
adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih 
dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Qs.Al-maidah 5:8). 
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Akibat dari pentingnya asas dimaksud, sehingga Allah SWT 
mengungkapkan di dalam al-Qur‟an lebih dari 1.000 kali, terbanyak disebut 
setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan (Ali, 2007:2). Allah memerintahkan 
penguasa, penegak hukum sebagai khalifah di bumi untuk menyelenggarakan 
hukum dengan sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua manusia, tanpa 
memandang stratifikasi sosial, yaitu kedudukan, asal usul serta keyakinan yang 
dianut oleh pencari keadilan. Allah memerintahkan agar manusia menegakkan 
keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orangtua dan 
keluarga dekat. Berdasarkan semua itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan 
adalah asas, yang mendasari proses dan sasaran hukum Islam (Ali, 2007:3).  
Jadi, jika dikaitkan dalam hal sistem bagi hasil, para pihak yang 
melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan 
kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan 
memenuhi semua kewajibannya. Ide dan konsep sistem bagi hasil yang 
berkeadilan akan sukses jika dijalankan dengan konsisten dan profesional. 
 
2.3.4  Konsep Keadilan dalam Ekonomi 
Mubyarto (1990:21) dalam Mawardi (2007) mengatakan keadilan 
dalam ekonomi adalah “aturan main tentang hubungan ekonomi yang 
didasarkan pada prinsip-prinsip etika, prinsip-prinsip mana pada gilirannya 
bersumber pada hukum-hukum Islam, hukum Tuhan atau pada sifat-sifat 
sosial manusia. 
Keadilan ekonomi pada dasarnya adalah konsekuensi logis dari 
konsep persaudaraan Islam. Dengan keadilan ekonomi setiap individu akan 
mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi yang diberikannya. Masing-
masing individu juga harus terbebas dari eksploitasi orang lain (Mawardi, 2007). 
Tatanan ekonomi yang diusahakan bertujuan untuk membina persaudaraan dan 
menegakkan keadilan universal. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia 
jangan sampai menimbulkan rasa permusuhan, peperangan dan ketidakadilan 
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ekonomi sebagaimana yang masih banyak dijumpai pada saat ini. Islam 
mempunyai komitmen yang tinggi terhadap persaudaraan manusia dan keadilan, 
oleh karena itu, ketidakadilan ekonomi tidak dibenarkan dalam Islam. 
Ketidakmerataan ekonomi tersebut hanya akan diruntuhkan rasa persaudaraan 
antarsesama manusia yang ingin dibina oleh Islam (Masfufah, 2012). Kritalisasi 
pelembagaan persaudaraan oleh setiap individu dapat memberi daya dorong 
yang maksimal untuk berlaku adil pada setiap aspek kehidupan. Sebaliknya, 
rendahnya nilai-nilai persaudaraan yang dimiliki dapat memberi peluang 
seseorang tidak berlaku adil (Arifin, 2008).  
Keadilan ekonomi paling tidak mengacu pada dua bentuk. Pertama, 
keadilan dalam distribusi pendapatan. Kedua, persamaan (egalitarian) yang 
menghendaki setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama terhadap 
akses-akses ekonomi (Mawardi, 2007). Mubyarto membedakan keadilan sosial 
dan keadilan ekonomi. Keadilan sosial sangat berkaitan dengan keadilan 
distribusi atau pembagian hasil yang adil dari produksi atau pendapatan nasional 
itu sendiri. Sedangkan keadilan ekonomi adalah memberikan kesempatan yang 
sama pada setiap orang untuk melakukan produksi (Mubyarto, 1990:23 dalam 
Mawardi, 2007). 
Konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan 
serta konsep keadilan ekonomi menghendaki setiap individu mendapatkan 
imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Kendati demikian ketidaksamaan 
pendapatan dimungkinkan dalam Islam karena kontribusi yang berbeda dari 
masing-masing individu. Namun yang paling fundamental adalah bagaimana 
seseorang mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai dengan kewajiban 
yang telah dipenuhinya (Antonio, 2001:18 dalam Mawardi, 2007).  Konsep 
keadilan Islam dalam hal distribusi dan konsep tentang keadilan ekonomi 
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sesungguhnya menghendaki bahwa setiap manusia mendapatkan imbalan 
berdasarkan apa yang dikerjakannya, dengan kata lain bagaimana seseorang 
mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan terlebih dahulu memenuhi 
kewajiban yang menyertainya (Ihwan, 2010). 
Adapun menurut Qardhawi dalam Amalia (2009:119) ada empat aspek 
yang terkait dalam keadilan distribusi, yaitu: 1) gaji yang setara bagi para 
pekerja, 2) profit atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau 
yang melakukan perdagangan melalui mekanisme mudharabah maupun bagi 
hasil untuk modal dana melalui mekanisme musyarakah, 3) biaya sewa tanah 
serta alat produksi lainnya, 4) tanggung jawab pemerintah terkait dengan 
peraturan dan kebijakannya. 
 
2.3.5 Ide Keadilan dalam al-Qur’an dan Hadits 
Nabi Muhammad saw yang diberkati dengan suatu pengertian tentang 
keadilan yang mendalam, menjumpai ketidakadilan dan penindasan yang 
demikian merajalela di tengah masyarakat yang membesarkannya. Beliau pun 
berusaha membina suatu tatanan dan keselarasan yang memungkinkan suatu 
standar keadilan secara jelas dan nyata diakui. Gagasan tentang keadilan 
menjadi perhatian khusus bagi beliau, dan beliau menghadapi masalah-masalah 
kesehariannya, dengan lurus, seimbang dan jujur (Khadduri, 1999:12).  
Nabi kita, memberi konsepsi terhadap nilai keberanian dan kebajikan-
kebajikan lainnya, merasa sangat perlu menegaskan nilai-nilai religius dan moral, 
untuk melembutkan/melunakkan kekejaman dan kekerasan. Karena alasan ini, 
al-Qur‟an dan hadits kerapkali memperingatkan orang-orang yang beriman agar 
melawan fanatisme dan penindasan, dan memperingatkan bahwa dalam 
memenuhi kewajiban-kewajiban religius mereka yang terpenting adalah harus 
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berlaku adil (Khadduri, 1999:14). Bersikap adil dalam hal ini berlaku di seluruh 
lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan agama, suku dan ras serta 
dalam seluruh aspek kehidupan baik dalam aspek sosial, hukum maupun 
ekonomi. 
Referensi-referensi al-Qur‟an yang paling penting tentang keadilan 
adalah: 
Artinya: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemunkaran dan permusuhan”. (Q.s.16:90). 
Artinya: 
“Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada ummat yang 
memberi petunjuk dengan haq, dan dengan yang haq itu pula mereka 
menjalankan keadilan”. (Q.s. 7:181). 
Di dalam hadits, Nabi saw selalu berusaha untuk menjelaskan makna 
asal-usul keadilan yang abstrak yang disebut dalam al-Qur‟an dengan contoh-
contoh spesifik, diungkapkan dengan istilah-istilah hukum dan etika, guna 
membedakan antara perlakuan yang adil dan tidak adil, dengan maksud 
menetapkan peraturan-peraturan pokok, yang menjelaskan skala keadilan 
bagaimana seharusnya dicapai (Khadduri, 1999:15).  
Jadi, berlaku adil dalam sistem bagi hasil  tidak hanya didasarkan pada 
ayat-ayat al-Qur‟an atau sunnah Rasul, tetapi juga berdasarkan pada 
pertimbangan hukum alam, dimana alam diciptakan berdasarkan atas prinsip 
keseimbangan dan keadilan. Oleh karena itu, keadilan dalam sistem bagi hasil 




2.3.6 Sumbangan Islam dalam Prinsip Keadilan 
Islam merupakan agama yang menekankan pentingnya sistem 
keadilan di masyarakat. Al-Qur‟an sebagai kitab suci umat Islam sangat 
menekankan keadilan. Prinsip keadilan merupakan salah satu sumbangan Islam 
yang terbesar bagi kemanusiaan yang diterapkan dalam setiap kegiatan 
manusia, begitu pula dalam setiap aktivitas ekonomi. Islam telah memberi jalan 
tengah di antara praktik-praktik tradisional yang sama sekali bertentangan. 
Keadilan dalam perspektif ekonomi syari‟ah memiliki cakupan makna yang 
berbeda dengan konsep keadilan dalam perspektif ideologi kapitalisme dan 
sosialisme. Kedua sistem tersebut menempatkan keadilan dalam koridor 
material, yaitu maksimalisasi laba. Sedangkan dalam sistem ekonomi syari‟ah, 
keadilan memiliki karakter yang holistik dan komprehensif, menyeimbangkan 
aspek material, moral, sosial dan spiritual yang ditujukan untuk kemaslahatan 
dan kesejahteraan manusia secara lahir dan batin.  
Prinsip keadilan memerintahkan manusia agar meningkatkan 
kehidupan materinya demi peningkatan spiritual (Afzalurrahman, 2000:139). 
Keadilan dalam Islam merupakan mata rantai dan turunan dari nilai tauhid. 
Tauhid dan keadilan, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Masing-
masing dari nilai tersebut menjadi nilai fundamental yang mendasari teori dan 
praktik ekonomi syari‟ah. Menurut Hermawan dalam Hasan (2009:262) bahwa 
sikap adil dalam implementasi bisnis, memang berat bagi yang terbiasa curang, 
culas dan zalim, tetapi tidak bagi orang yang doktrin ke-Tauhid-annya benar. 
Selain itu, prinsip ini juga menunjukkan bahwa segala yang ada di 
dunia ini dapat dimanfaatkan. Namun, bersamaan dengan itu, prinsip ini juga 
menuntut tanggung jawab tidak hanya terhadap diri sendiri dan keluarga, tetapi 
juga terhadap kerabat, kaum miskin dan tak berdaya, bangsa dan pada akhirnya 
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seluruh kehidupan manusia. Jika mereka mendapat manfaat dari kekayaannya, 
maka kekayaan itu harus dapat diambil manfaatnya oleh anggota masyarakat 
lain. Dengan mengalihkan sifat mementingkan diri sendiri pada saluran-saluran 
yang konstruktif, Islam telah memberikan sebuah solusi praktis terhadap masalah 
ekonomi modern. Semua bergabung dan bekerjasama untuk mengorganisir 
suatu sistem ekonomi yang berdasarkan pelaksanaan keadilan bagi semua; tidak 
hanya untuk kepentingan individu atau bagian tertentu dalam masyarakat. Dalam 
sistem ini, setiap individu menjadi bagian yang memberi manfaat pada 
keseluruhan dan bekerja demi kepentingan dirinya sendiri serta kepentingan 



















2.4 Kerangka Fikir 
Kerangka analisis penelitian yang dibangun di dalam penelitian ini 
untuk mengetahui prinsip keadilan yang dipraktikkan oleh lembaga pembiayaan 
yang berlandaskan prinsip syariah yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan 
dalam sistem bagi hasil antara nasabah dan BMT. 











Penelitian ini membahas mengenai sistem bagi hasil yang secara 
khusus membahas mengenai keadilan dalam sistem bagi hasil yang dinilai dari 
sudut pandang Islam berdasarkan teori keadilan Islam yang berpedoman pada 
al-Qur‟an dan hadits, serta melihat apakah praktiknya  sudah sesuai dengan teori 
yang ada. Setelah membandingkan antara teori dan praktik dalam penerapannya 
selanjutnya akan diinterpretasikan dan di analisis fakta yang terjadi di lapangan 
yang nantinya akan dilihat apakah nilai keadilan telah diterapkan dalam sistem 
bagi hasil pada suatu bisnis syariah yakni Koperasi Syari‟ah BMT al-Azhar 
Maros. 
Sistem bagi hasil 
Nilai keadilan dalam Islam Praktik 
Interpretasi dan analisis 







3.1 Jenis Penelitian 
Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dalam melakukan 
penelitian. Menurut Narbuko dan Abu Achmadi (2010:44) penelitian deskriptif 
yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada 
sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan 
menginterpretasi. 
 
3.2 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada Koperasi Syari‟ah BMT al-Azhar 
Maros yang beralamat di jalan Jend. Sudirman Maros. 
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
3.3.1 Jenis Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, 
yaitu: pertama, data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka yang 
diperoleh dari laporan keuangan perusahaan dan data-data lain yang 
bersangkutan dengan masalah yang hendak dibahas. Kedua, data kualitatif yaitu 
data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk informasi baik secara lisan 
maupun secara tertulis. 
 
3.3.2 Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 
pertama, data primer, yakni data yang dihimpun langsung oleh peneliti dari 






pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan. Kedua, data sekunder yakni data 
yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data diperoleh 
melalui dokumen-dokumen dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan 
penelitian. 
 
3.4 Metoda Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data ada beberapa metoda yang peneliti lakukan, 
yaitu: pertama, penelitian pustaka yakni penelitian yang dilakukan dengan cara 
mengadakan peninjauan pada berbagai pustaka dengan membaca atau 
mempelajari buku-buku literatur yang erat hubungannya dengan judul yang 
diajukan dengan masalah yang diteliti. Kedua, penelitian lapangan yakni 
pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan menempuh beberapa 
cara yaitu: pertama, observasi dilakukan dalam bentuk pengamatan secara 
langsung pada objek penelitian sehubungan dengan pengumpulan data yang 
diperlukan, kedua yakni wawancara dilakukan dalam bentuk tanya jawab 
langsung dengan para pemilik modal untuk mendapatkan data yang diperlukan.  
 
3.5 Teknik Analisis Data 
Penelitian ini dianalisis dengan tahapan yaitu: pertama, pengumpulan 
data yakni mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara (interview), 
pengamatan (observation), dan dokumentasi. Kedua, reduksi data (data 
reduction) yakni memilih hal-hal yang paling utama dan penting. Ketiga, 
penyajian data (data display) yakni data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, 
bagan, atau dalam bentuk uraian singkat. Keempat, kesimpulan (conclusion 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 
 
4.1.1. Sejarah Umum BMT al-Azhar Maros 
 
Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) lahir sebagai salah satu solusi alternatif 
di kalangan masyarakat muslim karena adanya pertentangan mengenai bunga 
atau riba. Kehadiran BMT diharapkan mampu membantu masyarakat muslim 
agar terbebas dari praktik bunga atau riba yang dilakukan oleh bank-bank 
konvensional. BMT tidak menggunakan sistem bunga atau riba dalam 
pembagian keuntungannya, tetapi menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan 
keadilan. 
BMT al-Azhar didirikan oleh Mawar Karim pada tahun 1996 dengan 
jumlah investasi modal awal kurang dari Rp. 10.000.000,- sekitar Rp. 8.000.000,- 
diperoleh dari hasil penjualan sahamnya pada BPRS Ikhwanul Umah. Dana 
itulah yang digunakan sebagai modal awal pendirian BMT al-Azhar. Gagasan 
mendirikan lembaga keuangan mikro syariah adalah untuk memberikan 
kemudahan akses permodalan bagi UMKM. Karena berdasarkan 
pengalamannya sebagai tenaga pemasaran Bank Perkreditan Rakyat syariah, 
betapa terbatasnya akses pembiayaan pinjaman bagi UMKM untuk 
mengembangkan usahanya. 
Pada tahun 1996, ICMI yang didirikan dan dipimpin Presiden 
B.J.Habibie menggiatkan gerakan nasional inkubasi usaha kecil dengan 
membentuk Pusat Usaha Inkubasi Kecil (PINBUK). PINBUK inilah yang 
 




memberikan bantuan kepada masyarakat yang ingin mengembangkan 
usahanya. Gerakan ICMI-PINBUK menguatkan komitmen Mawar Karim untuk 
memulai BMT al-Azhar dan pada gilirannya mendukung pertumbuhan        
usaha-usaha mikro di daerahnya. 
Pada tahun 1997, BMT al-Azhar menerima hibah sebesar                
Rp. 10.000.000,- dari pertamina. Dana tersebut sebagian besar digunakan untuk 
membiayai proses pendirian usaha sebagai badan hukum koperasi                  
No: 25/BH/KWK 20/III/1997. Pada tahun 1998, BMT al-Azhar berhasil 
mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- untuk modal kerja dari Bank 
Muamalat Indonesia.  
Pada saat mulai beroperasi hanya menempati sebuah ruangan kecil 
dalam rumahnya. Ia mempekerjakan tujuh petugas lapangan dengan dasar 
komisi berbasis insentif, tanpa gaji tetap. Enam belas tahun kemudian, BMT     
al-Azhar telah berkembang pesat dan memiliki aset sebesar Rp. 4.112.443.967,- 
(data proyeksi SHU tahun 2012) dengan jumlah outstanding portofolio pinjaman 
sebesar Rp. 1.600.000.000,- dan mampu mengumpulkan simpanan sebesar   
Rp. 1.000.000.000,-. 
Saat ini BMT al-Azhar didukung oleh sembilan karyawan yang bekerja 
berdasarkan kontrak profesional. Dan telah memberikan layanan pinjaman pada 
511 pengusaha. Jumlah nasabahnya tumbuh menjadi 120 orang, dengan 877 
calon nasabah. Untuk menghadapi meningkatnya persaingan dengan bank-bank 
umum, Ia merubah targetnya fokus ke pengusaha perempuan, dengan 
kebutuhan pembiayaan dalam jumlah yang lebih kecil dan persyaratan-
persyaratan pembiayaan yang lebih fleksibel, termasuk layanan pengumpulan di 
tempat untuk cicilan pembiayaan dan setoran pembiayaan. Mengkhususkan pula 
pada masyarakat dalam usaha mikro yang menjalankan usaha di pasar 
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tradisional. Tantangannya adalah transaksi dengan masyarakat berpendapatan 
rendah dan mungkin memiliki latar belakang pendidikan yang terbatas. 
Untuk memperluas jaringan dan mendapatkan dukungan, Ia bermitra 
dengan berbagai pemangku kepentingan kunci, termasuk pemerintah 
(Kementrian Perumahan Rakyat), bank-bank umum, Kementrian Koperasi, 
Inkopsyah, Bank Syariah Mandiri, PNM dan LSM baik internasional maupun 
dalam negeri. Sebagai wujud prestasinya mendapat penghargaan sebagai 
koperasi terbaik di Maros selama dua periode.  
 
4.1.2  Visi dan Misi 
Visi BMT al-Azhar adalah “menjadi lembaga keuangan syariah yang 
akan mewujudkan kualitas anggota, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya 
dengan selamat, dan mengembangkan lembaga dan usaha anggota 
berlandaskan prinsip dasar maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, 
transparan dan berkehati-hatian”. 
Misi yang akan diemban adalah: 
1. Mengembangkan lembaga BMT al-Azhar berdasarkan azas dan prinsip 
dasarnya yang maju berkembang, terpercaya, aman, transparan dan 
berkehati-hatian. 
2. Meningkatkan eksistensi dan hubungan silaturahmi kepada segenap 
anggota dalam suatu jaringan usaha yang sehat. 
3. Mengembangkan dimensi kapasitas permodalan untuk meningkatkan 
kesejahteraan. 
4. Memenuhi kebutuhan anggota dalam usaha selain simpan pinjam. 
5. Membantu pemerintah dalam pengelolaan dana. 
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Sehingga visi dan misi tersebut menjadikan BMT yang kuat dan sehat 
dimana para pendiri, pengurus, pengelola dan seluruh anggota memiliki 
komitmen, perjuangan, dan jihad yang membaja terhadap usaha peningkatan 
kualitas umat. 
 
4.1.3 Tujuan dan sasaran 
Tujuan BMT al-Azhar adalah: 
a. Menjalankan komunikasi dalam rangka meningkatkan silaturahim kepada 
anggota. 
b. Menyediakan produk/jasa yang dibutuhkan. 
c. Menyediakan fasilitas pembiayaan/modal kerja. 
d. Ikut terlibat dalam program pemerintah. 
Sasaran BMT al-Azhar adalah: 
a. Menyempurnakan semua produk simpanan dan pembiayaan untuk 
memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat. 
b. Menyalurkan pembiayaan kepada anggota bungkesmas dan mengajak 
mengikuti tabungan bungkesmas sendiri. 
c. Meningkatkan pelayanan rumah makan dan sarana pertemuan. 
d. Melayani pembayaran listrik secara online kepada anggota masyarakat. 
 
4.1.4 Struktur organisasi  
Struktur organisasi menggambarkan susunan dan hubungan antara 
tiap bagian sesuai struktur yang ada dalam menjalin kegiatan operasional untuk 
mencapai suatu tujuan, serta bagaimana suatu pekerjaan dibagi, dikelompokkan 
dan dikoordinasikan secara formal. Berikut adalah gambar struktur organisasi 




Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT al-Azhar: 
        










Sumber : Dokumen BMT al-Azhar Maros 
 
4.1.5 Tugas dan Wewenang        
Uraian tugas (job description) yang menggambarkan uraian tugas dan 
tanggung jawab pada BMT al-Azhar Maros secara garis besar sebagai berikut:  
1) Badan Pengawas 
a. Menyusun kebijakan umum dan melakukan pengawasan kegiatan 
dalam bentuk persetujuan pembiayaan untuk jumlah tertentu dan 
memberikan rekomendasi produk yang akan ditawarkan ditinjau dari 
sisi syariah.  
b. Memberikan penilaian terhadap keputusan kegiatan BMT 
berdasarkan prinsip syariah dan membuat hasil laporan 
pengawasan BMT kepada rapat anggota. 
Rapat Anggota 













c. Meneliti pembukuan yang ada di BMT apakah sesuai dengan 
prinsip syariah serta memberikan saran dan peringatan kepada 
manajer bila kegiatan usaha yang dilakukan menyimpang dari 
prinsip syariah. 
2) Badan Pengurus 
a. Mengawasi jalannya kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan  dan 
kebijakan yang telah ditetapkan rapat anggota/pendiri. 
b. Menyusun dan menggariskan pola kebijakan umum BMT al-Azhar. 
c. Merumuskan kebijakan operasional yang merupakan penjabaran 
dari kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh rapat anggota 
tahunan. 
d. Bersama manajer membuat anggaran tahunan, target dan program 
kerja tahunan yang akan diajukan ke rapat anggota/pendiri serta 
menelaah produk-produk dan jasa keuangan yang ada di BMT      
al-Azhar. 
3) Manajer umum 
a. Membuat kebijakan yang digariskan oleh dewan pengawas dan 
bertanggung jawab terhadap kinerja BMT. 
b. Menjalankan program kerja sesuai dengan anggaran yang telah 
disetujui dalam rapat anggota/pendiri dan mengusulkan, rencana 
strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT maupun 
diluar RAT. 
c. Mengambil keputusan-keputusan strategis sehingga mendukung 
peningkatan kinerja usaha serta melaksanakan pedoman, 





4) Humas & Promosi 
a. Melaksanakan pendekatan secara keseluruhan kepada calon 
nasabah, dan memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang 
BMT al-Azhar. 
b. Menyusun rencana kunjungan pada tempat-tempat yang dianggap 
layak serta melihat dan mempelajari kondisi pasar dan melihat 
persaingan pasar yang ada dengan kelebihannya serta 
kekurangannya. 
c. Melakukan pembinaan kepada nasabah dan calon nasabah. 
5) Manager Admin 
a. Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada calon nasabah 
pembiayaan serta memberikan informasi tentang tata cara 
pengajuan pembiayaan. 
b. Mengajukan persetujuan pembiayaan kepada komite serta 
memeriksa kelengkapan permohonan pembiayaan/jaminan dan 
membuat akad pembiayaan kepada nasabah. 
c. Mengecek angsuran-angsuran yang akan ditagih dan tabungan 
nasabah yang akan menarik dan menyimpan/mengarsipkan        
akad-akad pembiayaan dan jaminan nasabah. 
6) Manager Dana 
a. Memimpin bagian penggalangan dana efektif dan efisien serta 
bertanggung jawab terhadap kinerja bagian penggalangan dana. 
b. Membuat terobosan, mencari sumber-sumber dana alternatif dan 
mencari pengembangan sumber tabungan yang lebih potensial. 
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c. Menginventarisasikan kendala atau hambatan perolehan dana 
tabungan dan menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk 
meningkatkan penjualan produk tabungan. 
d. Melakukan survey terhadap calon penerima pembiayaan, baik 
menyangkut kelayakan usaha, jaminan dan lain-lain serta 
memecahkan keluhan dari mitra/penabung. 
7) Manager Pembiayaan 
a. Terciptanya pemasaran produk-produk pembiayaan BMT al-Azhar 
sesuai dengan target yang telah ditentukan. 
b. Membuat terobosan atau mencari nasabah pembiayaan baru dan 
mencari pengembangan pembiayaan yang lebih potensial. 
c. Mengevaluasi produk-produk pembiayaan BMT al-Azhar agar sesuai 
dengan kebutuhan calon nasabah/masyarakat. 
d. Menginventarisasikan kendala atau hambatan penagihan 
pembiayaan dan menyusun strategi sosialisasi untuk meningkatkan 
kesadaran nasabah pembiayaan dalam menepati perjanjian/akad. 
e. Memecahkan keluhan-keluhan dari mitra/nasabah pembiayaan.  
8) Kasir 
a. Memberikan pelayanan kepada semua nasabah terutama nasabah 
penabung dan pembiayaan serta bertindak sebagai penerima uang 
dan juru bayar dan membuat/registrasi buku tabungan baru. 
b. Setiap akhir jam kerja: menghitung uang dengan benar dan disusun 
rapi dan meminta pemeriksaan ketua. 
c. Mengarsipkan dan membuat laporan-laporan dengan rapi. 
d. Mengurusi ketersediaan semua dokumen (slip tabungan, penarikan, 
kartu tabungan, dll). 
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4.1.6 Kode Etik Petugas Pembiayaan BMT al-Azhar Maros 
Kode etik menggambarkan suatu pola aturan, tata cara, tanda dan 
pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Tujuan kode etik 
ini adalah agar petugas BMT al-Azhar Maros memberikan jasa yang          
sebaik-baiknya kepada nasabahnya, adapun kode etik petugas pembiayaan BMT 
al-Azhar adalah sebagai berikut: 
a.  Layanan yang berkualitas 
Melayani nasabah dan calon nasabah dengan sopan santun, respek, 
nyaman dan tepat waktu. 
b. Jasa yang layak 
Tidak menetapkan jasa yang mencekik leher, koperasi bukan 
memaksimalkan keuntungan namun mengenakan jasa yang cukup 
untuk menjamin kelangsungan hidup koperasi dan memungkinkan 
untuk berkembang (ekspansi) guna menjangkau lebih banyak 
nasabah. 
c. Menghindari pembiayaan yang tidak ratio 
Menghindari pemberian pembiayaan yang melebihi kemampuan 
nasabah untuk membayar.  
d. Praktik-praktik penagihan pembiayaan yang santun 
Dalam menghadapi nasabah yang bermasalah, petugas penagihan 
tidak melakukan tindakan yang mengancam, namun tetap berlaku 
hormat dan tidak melakukan sita terhadap aset yang dipergunakan 
oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. 
e. Kerahasiaan informasi nasabah 
Melindungi semua informasi yang diberikan oleh nasabah/calon 
nasabah untuk kepentingan analisa semata. 
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f. Staf yang beretika 
Profesional, tidak menyakiti nasabah atau calon nasabah, menghindari 
konflik kepentingan. 
g. Menerima umpan balik dari nasabah 
Bersedia menerima umpan balik dari nasabah dan menyediakan jalur 
bagaimana nasabah menyampaikan pendapat terhadap layanan 
lembaga, dan jika memungkinkan memperbaiki layanan untuk 
memuaskan nasabah sepanjang umpan balik tersebut layak untuk 
ditindak lanjuti. 
h. Kebijakan operasi yang pro nasabah 
Memberikan insentif pada nasabah lama, mengadakan pelatihan untuk 
nasabah, dan membangun skema insentif untuk staf berdasarkan 
kinerja. 
 
4.1.7 Daerah Pemasaran Produk 
Untuk mensosialisasikan kegiatan ekonomi syariah melalui      
program-program yang telah dimiliki, BMT al-Azhar membagi wilayah 
pemasarannya menjadi sembilan bagian. Sesuai jumlah pasar di Maros jenis 
usaha yang menjadi mitranya terdiri dari barang campuran, hasil bumi/laut, kayu, 
pakaian jadi, jasa, roti dan makanan ringan, layanan pembayaran listrik dan 
tabungan masyarakat.  
Nasabah penabung berjumlah 1200 orang yang terdiri dari laki-laki 540 
orang dan perempuan 560 orang. Sedangkan jumlah transaksi pembiayaan 
sebanyak 369 orang yang terdiri dari laki-laki 132 orang dan perempuan 137 
orang. Dengan meningkatkan pelayanan di semua pasar di Kabupaten Maros 
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maka kenaikan jumlah penabung baru dan pembiayaan baru mencapai 10%. 
Berikut adalah tabel wilayah pemasaran BMT al-Azhar Maros: 
Tabel 4.1 Wilayah Pemasaran BMT al-Azhar Maros 
NO Wilayah Tujuan pemasaran 
1. Wilayah pemasaran 1 Pasar maros 
2. Wilayah pemasaran 2 Pasar barandasi 
3. Wilayah pemasaran 3 Pasar batang ase 
4. Wilayah pemasaran 4 Pasar bulu-bulu 
5. Wilayah pemasaran 5 Pasar mandai 
6. Wilayah pemasaran 6 Pasar mandai 
7. Wilayah pemasaran 7 Pasar lelong 
8. Wilayah pemasaran 8 Pasar pakallu 
9. Wilayah pemasaran 9 Pasar ammarang 
 




Al-Wadi‟ah (titipan) adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan 
dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan 
menghendaki. BMT bertanggung jawab atas pengembalian titipan.      
Al-Wadi‟ah dibagi menjadi tiga bagian yaitu pertama, yad al-amanah 
adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat 
dimanfaatkan oleh penerima titipan. Kedua, yad ad dhamanah adalah 
penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut 
sampai diambil kembali oleh penitip. Ketiga, mudharabah (bagi hasil)  
adalah simpanan pihak ketiga di BMT yang penarikannya dapat 
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dilakukan setiap saat. Keempat, layanan ZIS adalah: layanan zakat, 
Infaq dan shadaqah. 
2) Pembiayaan 
a. Pembiayaan jual-beli dibagi menjadi empat bagian yaitu pertama, bai‟ 
bitsaman ajil (BBA) adalah pembiayaan yang diberikan kepada 
nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal 
(investasi). Kedua, murabahah adalah jual beli barang pada harga 
asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Ketiga, bai‟     
as-salam adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari 
sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Keempat, bai‟ al-isti‟na 
adalah kontrak penjualan pembeli dan pembuat barang. Pembuat 
barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu 
berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang 
menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada 
pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga dan sistem 
pembayaran (cicilan atau ditangguhkan) sesuai waktu yang 
disepakati. 
b. Pembiayaan bagi hasil dibagi menjadi empat bagian yaitu pertama, 
mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal 
(pemilik modal) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi 
hasil menurut kesepakatan. Kedua, mudharabah muthlaqah adalah 
pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dan dalam 
pengelolaan investasinya. Ketiga, mudharabah muqayyadah adalah 
pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai 
tempat, cara, dan objek investasi. Keempat, musyarakah adalah akad 
kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk sistem usaha tertentu 
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dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 
kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama 
sesuai dengan kesepakatan. 
c. Pembiayaan kebajikan terdiri dari qordhul hasan (non profit) adalah 
pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta 
kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan 
imbalan.  
d. Pembiayaan sewa terdiri dari dua bagian yaitu pertama, al-ijarah 
adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui 
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas 
barang itu sendiri. Kedua, al-ijarah al-muntahi bit tamlik adalah akad 
pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran 
upah sewa, yang diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu 
sendiri atau dengan kata lain akad sewa yang diakhiri dengan 
pemilikan barang ditangan si penyewa. 
e. Layanan gadai emas syariah yang terdiri dari Ar-Rahn adalah 
menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas 
pinjaman yang diterima. 
 
4.1.9 Aspek Organisasi dan Manajemen BMT al-Azhar Maros 
Proses penerimaan nasabah tetap melalui suatu proses yang selektif 
guna mendapat kualitas nasabah yang sesuai dengan yang diharapkan, yang 
ditandai dengan adanya simpanan pokok sebesar Rp. 500.000,- yang dapat 
diangsur selama sepuluh bulan dan simpanan wajib sebesar Rp. 30.000,- setiap 




a. Anggota penuh                         :     150 orang    
b. Calon anggota                          :  1.050 orang 
c. Jumlah transaksi pembiayaan  :     369 orang 
d. Jumlah penabung aktif              :  1.200 orang 
Penggunaan sistem komputerisasi telah dilaksanakan atas kerjasama 
dengan PT Permodalan Nasional Madani Pusat di Jakarta sehingga operasional 
data dan administrasi pembukuan telah menggunakan standar komputerisasi 
mikro syariah.  
Membangun jaringan kerja antar koperasi dan BMT seluruh Indonesia 
yang dikoordinasi oleh PINBUK dan Induk Koperasi Syariah di Jakarta. BMT     
al-Azhar juga membangun hubungan yang baik bersama nasabah, karyawan, 
pengurus dan pengawas dengan azas kekeluargaan sehingga dengan mudah 
mereka mengetahui tanggung jawabnya dengan baik. 
 
i.  Aspek Keuangan BMT al-Azhar Maros 
Aspek keuangan sangat mempengaruhi kegiatan BMT al-Azhar secara 
keseluruhan, maka beberapa strategi penting yang terus diupayakan yang 
pertama; meningkatkan jumlah kewajiban simpanan pokok bagi setiap nasabah 
tetap, dari Rp. 30.000,- menjadi Rp. 500.000,- yang boleh dibayar sekaligus 
ataupun dicicil selama sepuluh bulan. Kedua; upaya mendapatkan penyandang 
dana/donatur untuk membantu memenuhi kebutuhan anggota. Ketiga; 
penggalian dari sumber-sumber dana yang lain dari pihak pemerintah ataupun 
swasta. 
Adapun sumber modal dalam mendukung kelancaran usaha BMT     
al-Azhar Maros berasal dari, pertama; bantuan/dana partisipasi dari pendiri dan 
pengurus BMT al-Azhar Maros. Kedua; simpanan pokok Rp. 500.000,- yang 
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diberlakukan sejak September 2009 untuk nasabah baru, sedangkan nasabah 
lama diwajibkan membayar kekurangan simpanan pokok baik secara diangsur 
ataupun sekaligus. Ketiga; dana PNM TECHNO Syariah yang berkantor di 
Makassar. Keempat; dana LPDB yang berkantor di Jakarta. Kelima; dana 
INKOPSYAH yang berkantor di Jakarta. 
 
4.2 Hasil Penelitian 
4.2.1 Prosedur Standar Operasional Layanan Pembiayaan BMT al-Azhar 
         Maros 
Setiap calon nasabah yang ingin mengambil pembiayaan di BMT      
al-Azhar Maros terlebih dahulu harus menjadi nasabah, yaitu harus mempunyai 
buku tabungan atau buku simpanan. Pembiayaan dapat diberikan kepada 
perorangan maupun kelompok dan dapat dipergunakan untuk mendukung 
keperluan usaha dan non-usaha dari calon  nasabah sepanjang calon nasabah 
mempunyai usaha atau memiliki sumber penghasilan untuk menjamin 
tersedianya sumber pendapatan untuk pembayaran pembiayaannya kembali. 
Pembiayaan diberikan kepada calon nasabah yang memenuhi kriteria sebagai 
berikut, pertama; Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Maros 
dan wilayah lainnya yang dapat dijangkau oleh kantor operasional BMT al-Azhar. 
Kedua; memiliki sumber pendapatan tetap paling sedikit satu tahun. Ketiga; 
menjalankan usaha mikro produktif selama paling sedikit satu tahun dalam 
bidang pertanian, peternakan, perdagangan, jasa, produksi, pakaian jadi dan 
campuran. Keempat; bersedia menyediakan agunan jika diperlukan berdasarkan 
survey pasar dan analisa pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT al-Azhar. 
Kelima; bersedia menyimpan sejumlah dana di BMT al-Azhar secara teratur. 
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Keenam, mendapatkan persetujuan dari pasangan (suami atau istri) untuk 
mengajukan dan menandatangani akad pembiayaan.  
Besarnya pembiayaan diberikan berdasarkan faktor-faktor utama yaitu 
untuk pembiayaan non konsumtif adanya kesesuaian antara rencana usaha 
terhadap pembiayaan dan rencana alokasi penggunaan sedangkan untuk 
pembiayaan konsumtif harus ada kejelasan mengenai penggunaan dana 
pembiayaan dalam bentuk nota-nota pembelian barang. Analisa kemampuan 
pengembalian dapat diketahui dari tingkat keuntungan dalam jangka waktu 
tertentu dengan memperhitungkan besarnya penghasilan pokok, sumber 
penghasilan lainnya, biaya-biaya untuk mendapatkan penghasilan,       
kewajiban-kewajiban termasuk hutang kepada pihak lain dan nilai kekayaan yang 
dimiliki. 
Tata cara permohonan pembiayaan adalah aktivitas-aktivitas yang 
dilakukan oleh pemohon pembiayaan, petugas dan pejabat pembiayaan serta 
pihak terkait lainnya beserta kelengkapan administrasi/formulir-formulir yang 
diperlukan dalam proses permohonan pembiayaan hingga kepada saat 
pencairan pembiayaan. Adapun permohonan pembiayaan terdiri dari 
permohonan layanan pembiayaan oleh nasabah baru dan permohonan layanan 
pembiayaan oleh nasabah lama pembiayaan ulang/tambahan. Ada beberapa 


















Sumber: Dokumen BMT al-Azhar Maros 
 
Penjelasan dari gambar 4.2 diatas mengenai prosedur umum sebelum 
melakukan permohonan pada BMT al-Azhar Maros adalah sebagai berikut: 
1. Mengisi formulir permohonan dan analisa pembiayaan melampirkan 
kelengkapan dokumen yang diperlukan, yaitu pertama fotokopi 
tanda pengenal diri dan pasangan (suami dan istri) yang masih 
berlaku. Kedua, fotokopi kartu keluarga. Ketiga, bukti kepemilikan 
harta jaminan jika diperlukan. 
2. Memiliki simpanan pokok dan wajib di BMT al-Azhar bagi nasabah 
dan bagi calon nasabah diwajibkan memelihara simpanan calon 
nasabah selama masa pembiayaan. 
3. Memberikan informasi yang diperlukan kepada petugas 
pembiayaan yang ditunjuk oleh BMT al-Azhar. 
4. Pengurusan administrasi permohonan pembiayaan tidak dapat 
diwakilkan oleh calon nasabah kepada pihak lain. 
5. Mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh BMT al-Azhar. 
Setelah petugas BMT menerima dan memeriksa kelengkapan 
dokumen dari calon nasabah, selanjutnya pihak BMT menyerahkan seluruh 












Survey akan dilakukan paling lambat dua hari setelah pengisian 
formulir permohonan dan analisa pembiayaan melalui wawancara dengan calon 
nasabah, tetangga atau pihak lainnya yang dianggap berkaitan atau 
berkepentingan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan langsung ke tempat 
usaha atau rumah dan penelitian dokumen dan catatan terkait. Petugas BMT 
akan menganalisa kelayakan nasabah berdasarkan prinsip karakter debitur, 
permodalan, agunan, kondisi usaha dan ekonomi, serta kapasitas nasabah dan 
usahanya. Setelah survey dan analisa telah selesai dilakukan maka petugas 
BMT akan memberi usulan besaran pembiayaan berikut persyaratannya dan 
menuliskannya dalam formulir permohonan dan analisa pembiayaan. Paling 
lambat dua hari kerja setelah survey dan analisa selesai dilakukan, petugas BMT 
menyampaikan hasil survey, hasil analisa dan usulannya kepada komite 
pembiayaan yang akan memutuskan disetujui atau tidak disetujuinya 
permohonan pembiayaan. 
Komite pembiayaan sesuai dengan kewenangannya melakukan 
evaluasi dan memberikan keputusan atas permohonan pembiayaan dalam waktu 
selambat-lambatnya dua hari kerja setelah hasil survey, analisa dan usulan dari 
petugas pembiayaan diterima. Segera setelah keputusan dihasilkan oleh komite 
pembiayaan, petugas pembiayaan menyampaikan keputusan permohonan 
pembiayaan dari pembiayaan komite kepada calon nasabah. Apabila 
permohonan ditolak maka petugas pembiayaan memproses permohonan 
pembiayaan yang lain dan apabila permohonan disetujui maka prosedur berlanjut 
sebagaimana kelengkapan dokumen yang telah dipenuhi. 
Setelah permohonan disetujui petugas BMT akan mempersiapkan 
akad pembiayaan/angsuran pembiayaan, berita acara penerimaan jaminan, surat 
kuasa menjual, surat kuasa pemotongan gaji, dan buku pembiayaan dan 
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simpanan. Limit pembiayaan pertama bagi individu ditentukan berdasarkan 
kelayakan usaha serta faktor analisa lainnya dengan pembiayaan              
setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- per individu. Limit pembiayaan akan dievaluasi 
secara berkala oleh komite pembiayaan untuk memastikan produk pembiayaan 
yang ditawarkan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan persaingan usaha. 
 
4.2.2   Implementasi Sistem Bagi Hasil pada BMT al-Azhar Maros 
Pada dasarnya sistem pemberian pembiayaan pada BMT al-Azhar 
Maros menggunakan sistem bagi hasil antara nasabah dengan BMT al-Azhar. 
Kontrak inilah yang kemudian akan dituangkan dalam akad pembiayaan. 
Pelaksanaan bagi hasil dalam pembiayaan pada BMT al-Azhar Maros ditentukan 
atas dasar kesepakatan antara nasabah dengan pihak BMT al-Azhar. Besar 
kecilnya bagi hasil yang diterima ditetapkan berdasarkan nisbah bagi hasil yang 
sebelumnya telah disepakati bersama, nisbah bagi hasil umumnya yang 
digunakan oleh BMT al-Azhar yaitu 40:60 atau 30:70.   
Saat menentukan nisbah bagi hasil dilakukan negosiasi antara 
nasabah dengan pihak BMT al-Azhar mengenai analisis proyeksi keuntungan 
dan tawar-menawar sehingga tercipta saling rela juga saling percaya antara 
nasabah pembiayaan dengan BMT al-Azhar. Perhitungan bagi hasilnya sesuai 
dengan analisis usaha nasabah serta adanya transparansi dana mengenai apa 
saja yang menjadi beban nasabah. Penetapan nisbah bagi hasil ini didasarkan 
pada data usaha nasabah, kemampuan angsuran, tingkat return bisnis, dan 
keuntungan yang diperoleh. 
Berikut merupakan contoh perhitungan bagi hasil dengan nasabah 
yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Mawar (ketua pengurus BMT  
al-Azhar Maros):  
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Misalnya nasabah A mengajukan pembiayaan sebesar                     
Rp. 10.000.000,- kemudian nisbah yang disepakati adalah 40:60. Pengembalian 
modal dan pembayaran bagi hasil diangsur setiap bulan dalam kurun waktu 
sepuluh bulan. Kemudian perkiraan keuntungan bersih Rp. 1.000.000,- setiap 
bulan dikurangi  biaya-biaya yang dikeluarkan. 
Maka nisbah bagi hasil yang diperoleh oleh nasabah dan BMT           
al-Azhar adalah: 
Untuk BMT al-Azhar = Rp. 1.000.000,- x 40%= Rp. 400.000,- 
Untuk nasabah  = Rp. 1.000.000,- x 60%= Rp. 600.000,- 
Jadi pembayaran bagi hasilnya yaitu angsuran pokok ditambah bagi 
hasil setiap bulannya. Akan tetapi belum tentu nasabah memperoleh keuntungan 
yang sama setiap bulannya, bisa saja nasabah memperoleh keuntungan kurang 
dari yang diprediksikan sebelumnya ataupun sebaliknya. Jadi, yang merupakan 
patokan bagi hasil adalah nisbah bagi hasil sebesar 40:60.  
Untuk pengembalian modal dilakukan dengan cara diangsur, hal ini 
dikhawatirkan apabila dibayar diakhir periode usaha maka akan terjadi risiko 
pengendapan dana ditangan pengelola dana yang nantinya akan mengakibatkan 
tidak seimbang dengan keuntungan yang diperoleh.   
Dalam perhitungan angsurannya harus ada kejelasan antara pihak 
BMT dan nasabah. Jika dalam mengangsur pembiayaan nasabah belum bisa 
melunasinya, maka pihak BMT akan melakukan kunjungan nasabah yang 
menunggak pembayarannya hingga saat pergantian bulan dan membuat laporan 
kunjungan lapangan yang akan diserahkan kepada kepala cabang/kepala unit.  
Apabila dalam kurun waktu enam puluh hari tunggakan pokok dan jasa 
belum juga dibayar, maka  pihak BMT akan mengeluarkan surat panggilan 
kepada nasabah untuk melunasi tunggakannya. Namun apabila dalam kurun 
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waktu sembilan  puluh hari tunggakan pokok dan jasa belum juga dibayar, maka 
proses penagihan selanjutnya akan diambil alih oleh tim penanggulangan kredit 
macet.  
Apabila tim belum dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah 
maka dapat dipertimbangkan untuk melibatkan pihak ketiga seperti tokoh 
masyarakat, aparat desa, aparat keamanan ataupun melalui peradilan. Alternatif 
penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan yaitu pertama; melalui 
penyelesaian pengurangan bagi hasil maupun kemudahan lainnya yang tidak 
merubah jangka waktu pembiayaan. Kedua; penjadwalan ulang jangka waktu 
dan skema pelunasan pembiayaan. Ketiga; penjualan jaminan.   
Dalam hal pengawasan terhadap usaha nasabah yang melakukan 
pembiayaan, ialah dengan melakukan kunjungan secara berkala untuk 
memantau keberadaan nasabah dan usahanya. Hal ini dilakukan oleh pihak BMT 
untuk mengetahui perkembangan dan keberhasilan usaha yang dijalankan oleh 
nasabah. Selain itu pihak BMT al-Azhar selalu berkoordinasi dengan nasabahnya 
setiap kali nasabah melakukan pembayaran angsuran. Dari hasil wawancara 
dengan Sukardi sebagai nasabah pembiayaan menyatakan bahwa setelah 
permohonan pembiayaan direalisasikan, kemudian petugas BMT melakukan 
pemeriksaan terhadap pembiayaan yang telah diberikan. Hal ini dilakukan untuk 
memastikan bahwa modal yang diberikan oleh BMT benar-benar digunakan 
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 
Pembiayaan di BMT al-Azhar mensyaratkan jaminan berupa tanah dan 
bangunan, lahan kosong berupa sawah atau ladang dan lainnya yang dapat 
diperjualbelikan, kendaraan bermotor atau mobil yang masih dalam keadaan 
layak pakai dan dapat diperjualbelikan, barang-barang inventaris untuk usaha, 
tabungan/deposito, perhiasan emas, serta gaji bulanan pada instansi pemerintah 
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atau swasta. Penyerahan jaminan ini disyaratkan untuk pembiayaan dengan 
nominal diatas Rp. 500.000,-. Khusus bagi kredit pasar kewajiban menyerahkan 
jaminan diperuntukkan bagi pembiayaan dengan nominal diatas Rp. 1.000.000,-. 
Selama pembayaran belum dilunasi, barang/harta jaminan dan bentuk lain yang 
dijaminkan tidak dapat dipergunakan oleh nasabah untuk menjadi jaminan atas 
hutang kepada pihak lain. Secara berkala tiga bulan sekali diadakan 
pemeriksaan fisik terhadap bukti kepemilikan jaminan yang disimpan oleh 
manajer BMT.  
Pemberian jaminan dalam suatu pembiayaan dapat dilihat dalam             
al-Qur‟an Surah Al-Baqarah (2) ayat 283: “Jika kamu dalam perjalanan (dan 
bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang 
penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang…”. 
Diriwayatkan dari Aisyah r.a bahwasanya dia berkata: “Nabi 
shallallahu‟alaihiwasallam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tidak 
tunai, kemudian beliau menggadaikan baju besinya” (HR Al-Bukhari). Jaminan 
merupakan sesuatu yang mutlak ada dalam setiap kredit/pembiayaan, karena hal 
ini merupakan suatu kepastian bahwa nasabah akan mengembalikan 
pembiayaan yang diterima tepat pada waktunya. 
Adapun kendala dari penerapan sistem bagi hasil pada BMT al-Azhar 
berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BMT dan beberapa nasabah adalah 
kurangnya pemahaman nasabah mengenai sistem bagi hasil, nasabah hanya 
mengetahui dalam hal pinjam meminjam saja serta anggapan nasabah bahwa 
lembaga keuangan syariah dan konvensional itu sama. 
Kerjasama dalam bagi hasil ini merupakan kerjasama kepercayaan 
penuh, oleh karena itu pengelola dana (mudharib) sebagai pihak yang diberi 
amanah untuk mengelola usaha hendaknya jujur, transparan, bertanggung jawab 
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dan dapat dipercaya. Tanpa dilandasi hal tersebut, tidak ada keadilan di antara 
pemilik dana dan pengelola dana. Kejujuran, keterbukaan, amanah sangat 
diperlukan oleh pengelola, terutama yang berkaitan dengan pembagian hasil 
usaha yang merupakan karakteristik utama lembaga syariah. 
Implementasi sistem bagi hasil BMT al-Azhar telah sesuai dengan 
aturan-aturan syariah yang berlaku dalam sistem bagi hasil sehingga tercipta 
keadilan antara BMT dengan nasabah serta akad yang digunakan oleh BMT     
al-Azhar Maros juga sudah sesuai dengan syariah. 
 
i.  Dasar Penentuan Nisbah Bagi Hasil 
Dasar penentuan prosentase nisbah bagi hasil merupakan salah satu 
indikator pembagian hasil dibagi secara proporsional. Nisbah bagi hasil 
digunakan agar tercipta keadilan dalam memperoleh keuntungan baik pada pihak 
BMT maupun nasabah, karena bagi hasil diperoleh dari keuntungan yang 
didapatkan bukan dari pokok pembiayaan. Nisbah tersebut didapatkan dengan 
membandingkan proyeksi perputaran modal kerja oleh pihak BMT dan nasabah. 
Dalam hal pembiayaan, BMT al-Azhar Maros mempunyai standar bagi hasil yang 
harus dijual kepada calon nasabah yaitu sebesar dua persen yang dimana 
pertimbangannya itu didapatkan dari perhitungan biaya-biaya dari sumber dana 
sebesar satu persen dan biaya operasional sebesar satu persen. Dua persen 
itulah yang nantinya akan ditawarkan oleh bagian marketing BMT dan disitulah 
fungsi marketing melakukan tawar-menawar dengan nasabah. Jadi, nisbah bagi 
hasil yang disepakati tergantung dari negosiasi awal dengan nasabah pada saat 
nasabah bermohon yang nantinya akan dimunculkan dalam perjanjian.  
Besarnya proporsi bagi hasil berdasarkan kesepakatan awal antara 
BMT dengan nasabah, yaitu dengan mempertimbangkan tugas dan kontribusi 
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dalam kerjasama usahanya misalnya 20:80, 30:70, 40:60, 50:50 dan seterusnya. 
BMT harus terjun langsung dalam bisnis mitra kerjanya dan paham betul berapa 
biaya-biaya yang digunakan dan dikeluarkan oleh nasabah, sehingga dalam 
menentukan nisbah bagi hasil dapat memperoleh keadilan. Adapun faktor-faktor 
yang mempengaruhi besar kecilnya nisbah bagi hasil adalah jenis usaha, 
proyeksi penggunaan dana dan usaha nasabah. 
 
4.2.4 Pencapaian Nilai Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil pada BMT al-Azhar 
Maros 
Prinsip bagi hasil adalah salah satu unsur yang ada dalam ekonomi 
syariah serta merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan 
Islam. Apabila pelaksanaan sistem bagi hasil ini benar-benar dilaksanakan maka 
akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan 
sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir-miskin serta terciptanya keadilan dalam 
distribusi pendapatan. 
Pendapatan bagi hasil yang diperoleh BMT al-Azhar Maros berasal 
dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah sehingga praktik pembiayaan 
yang menghasilkan pendapatan bagi hasil ini harus diketahui dan dicocokkan 
dengan hukum syariah untuk dapat menilai apakah pendapatan bagi hasil 
tersebut telah sesuai dengan hukum syariah yang mewujudkan nilai keadilan.   
Adapun pencapaian keadilan dalam sistem bagi hasil pada BMT        
al-Azhar adalah negosiasi yang seimbang antara nasabah dan pihak BMT, 
transparansi dana nasabah, konsistensi pelaksanaan akad, bagi untung dan rugi, 







4.2.4.1  Negosiasi yang Seimbang antara Nasabah dan Pihak BMT 
Ketidaksetaraan dalam hal negosiasi merupakan salah satu hal yang 
menyebabkan pembagian hasil yang tidak proporsional, oleh karena itu kekuatan 
negosiasi antara BMT dan nasabah haruslah setara. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan ketua pengurus pada BMT al-Azhar Maros, yaitu setiap calon 
nasabah yang ingin menjadi anggota di BMT al-Azhar Maros sebelumnya akan 
ditawarkan oleh pihak BMT untuk mengambil pembiayaan. Setelah calon 
nasabah menyetujui untuk mengambil pembiayaan, maka akan dilakukan 
negosiasi antara pihak BMT dan nasabah. Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak 
yang merasa lebih berkuasa atau diberatkan. Berikut penuturan Ibu Mawar 
(ketua pengurus BMT al-Azhar Maros): 
“Di sistem syariah banyak negosiasi, disitulah letak perbedaan konvensional 
dengan syariah karena banyak negosiasi sebelum membuat permohonan, jadi 
setiap nasabah berhak bertanya apakah pembagian hasilnya harian, bulanan 
atau mingguan, tergantung kesepakatan. Jadi, prinsipnya adalah kesepakatan 
awal. Kemudian negosiasi mengenai keuntungan yang diperoleh dalam satu 
minggu apakah mau menggunakan 40:60 atau 30:70, tergantung dari 
kemampuan nasabah” (wawancara 2 April 2013, jam 10.05). 
Apabila nasabah ingin mengajukan pembiayaan harus mengisi akad 
pembiayaan. Saat menentukan besarnya nisbah bagi hasil yang akan diterima 
oleh kedua pihak ada negosiasi antara pihak BMT dan nasabah mengenai 
analisis proyeksi keuntungan yang akan diterima dari hasil usaha tersebut setiap 
minggu atau setiap bulannya. Dari perhitungan itulah akan ditentukan berapa 
keuntungan yang akan diterima pihak BMT dan nasabah sesuai dengan 
prosentase yang telah disepakati sebelumnya. Semua ditentukan berdasarkan 
negosiasi pada kesepakatan awal dan dilihat dari kemampuan nasabah. Jadi,  
BMT al-Azhar memberikan kebebasan pada nasabah untuk negosiasi terhadap 
setiap opsi yang ditawarkan. Sehingga perjanjian tersebut mengandung asas 
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kebebasan berkontrak yang sama-sama mencapai kesepakatan setelah 
melakukan tawar-menawar atau negosiasi. 
 
4.2.4.2  Transparansi Dana Nasabah 
Kerjasama para pihak dengan menggunakan sistem bagi hasil harus 
dilaksanakan secara transparan dan adil. Sebab semua pengeluaran dan 
pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis tersebut bukan untuk kepentingan 
pribadi yang menjalankan usaha. Untuk itu semua biaya-biaya yang digunakan 
nasabah harus diketahui secara transparan oleh pihak BMT dan begitu pula 
sebaliknya. Pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan dicatat oleh nasabah 
untuk dipertanggung jawabkan kepada pihak BMT. 
Setelah mengadakan negosiasi, pihak BMT memberikan informasi 
secara transparan mengenai biaya-biaya apa saja yang akan timbul dari 
pengajuan pembiayaan, seperti biaya operasional, biaya administrasi, biaya 
provisi, biaya notaris, biaya materai dan kewajiban menabung. Biaya-biaya 
tersebut yang nantinya akan mempengaruhi pembagian hasil dengan pihak 
nasabah, berikut penuturan Ibu Endang (bagian operasional BMT al-Azhar): 
“Setiap nasabah akan diberitahukan biaya-biaya apa saja yang harus mereka 
bayar, seperti biaya administrasi sebesar 1,5%, provisi 1% yang dilakukan 
pada saat pencairan biaya dari pembiayaan yang dicairkan dan biaya-biaya 
langsung jika ada” (wawancara 5 April 2013, jam 11.00). 
Kemudian pada saat dilakukan analisis proyeksi keuntungan dilakukan 
wawancara dengan nasabah mengenai keuntungan yang kira-kira diperoleh 
dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah, itulah nantinya 
yang akan dibagi hasilkan, berikut penuturan Ibu Mawar (ketua pengurus BMT  
al-Azhar): 
“Misalnya nasabah ingin membeli telur kemudian dibantu Rp. 1.000.000,- oleh 
BMT, dilakukan wawancara dengan nasabah, dari hasil wawancara itu BMT 
akan menanyakan keuntungan yang akan diperoleh oleh nasabah, misalnya 
nasabah membeli seratus biji telur dengan keuntungan Rp. 100.000,- 
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dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 20.000,- berarti sisa    
Rp. 80.000,- itulah nantinya yang akan dibagi hasilkan” (wawancara 2 April, 
jam 10.05). 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah dan data 
yang diperoleh dari nasabah diketahui bahwa nasabah menuliskan hasil 
penjualan dan biaya-biaya yang dikeluarkan setiap bulannya secara sederhana. 
Berikut salah satu contoh pencatatan hasil penjualan nasabah kepada pihak 
BMT: 
Tabel 4.2  Pencatatan Hasil Penjualan dan Biaya-Biaya yang Dikeluarkan oleh 
Nasabah  
 
Tanggal Penjualan Biaya yang dikeluarkan 
19/08/2013    Rp.    100.000    Rp.   20.000 
20/08/2013    Rp.    150.000    Rp.   25.000 
21/08/2013    Rp.    100.000    Rp.   20.000 
22/08/2013    Rp.    200.000    Rp.   30.000 
23/08/2013    Rp.    120.000    Rp.   20.000 
24/08/2013    Rp.    150.000    Rp.   25.000 
25/08/2013    Rp.    100.000    Rp.   20.000 
26/08/2013    Rp.    150.000    Rp.   20.000 
Total    Rp. 1.070.000    Rp. 140.000 
 
Sumber: Dokumen BMT al-Azhar Maros 
Dari data diatas nampak jelas bahwa ada transparansi dana dari pihak 
nasabah kepada BMT. Nasabah melakukan pencatatan mengenai hasil 
penjualan dan biaya-biaya yang digunakan selama proses usaha. Data itulah 
yang menjadi acuan pihak BMT membagi hasil penjualan nasabah sesuai 
dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama pada saat perjanjian. 
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Keadilan akan tercipta jika sikap jujur dijadikan sebagai landasan dalam 
pelaksanaan bagi hasil. 
 
4.2.4.3  Konsistensi dalam Pelaksanaan Akad 
Satu hal yang harus mendapatkan kesepakatan antara pemilik modal 
dengan pengelola modal adalah lamanya waktu usaha. Ini penting karena tidak 
semua modal yang diberikan kepada pihak pengelola dana itu merupakan dana 
mati yang tidak dibutuhkan oleh pemiliknya. Penentuan jangka waktu ini adalah 
sebuah cara untuk memacu pengelola untuk bertindak lebih efektif dan 
terencana. Perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dan BMT al-Azhar 
dilaksanakan secara konsisten dari awal sampai pembagian hasil telah dibagi. 
Dari hasil wawancara dengan Ibu Mawar (ketua pengurus BMT         
al-Azhar Maros mengatakan bahwa: 
“Jangka waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara 
nasabah dengan BMT tergantung dari kemampuan nasabah, jadi jika 
nasabah melunasi bagi hasil melalui analisis perhitungan proyeksi 
keuntungan sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan maka di bulan 
berikutnya nasabah hanya membayar biaya pokoknya saja” (wawancara 16 
April 2013, jam 14.00). 
 
Penentuan jangka waktu ini tergantung dari kesepakatan antara pihak 
BMT dengan nasabah pembiayaan dan dilihat dari kemampuan nasabah dalam 
membayar angsuran. Hal ini tertuang di dalam akad perjanjian yang disepakati 
oleh kedua belah pihak yang akan ditampilkan pada lampiran skripsi ini. Oleh 
karena itu batasan waktu sangat bermanfaat bagi dua pihak yang berdasarkan 
kesepakatan dan kerelaan semua pihak dengan memenuhi persyaratan dan 
ketentuannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 1 
yang artinya sebagai berikut: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah       
akad-akad itu sebagaimana prinsipnya”. Adapun orang-orang yang melanggar 
perjanjian disebut dalam firman Allah di ayat yang lain sebagai berikut: 
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“Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak 
kamu kerjakan.” (QS. As Shaff 3). 
 
Dari kedua ayat tersebut, terlihat jelas bahwa Allah memperingatkan 
akan keburukan orang-orang yang ingkar janji dengan perjanjian yang dibuat dan 
termasuk tanda-tanda orang yang munafik. Dengan demikian, perjanjian yang 
dibuat oleh BMT dan nasabah harus dijalankan secara konsisten sesuai dengan 
jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya. 
 
4.2.4.4  Bagi Untung dan Bagi Rugi 
Dalam sistem bagi hasil bukan hanya keuntungan yang dibagi akan 
tetapi kerugian juga harus dibagi. Jika terjadi kerugian yang menyebabkan 
hilangnya sebagian modal seperti terjadi kebakaran maka yang menanggungnya 
adalah pemilik modal dalam hal ini pihak BMT yang dimana penanggungannya 
ini dalam bentuk pembebasan pembayaran bagi hasil hingga tempat usaha 
tersebut pulih seperti semula, berikut penuturan salah satu nasabah pembiayaan 
Bapak Hatta bahwa: “beberapa bulan yang lalu terjadi kebakaran di pasar ini, 
dan dibebaskan selama satu bulan untuk tidak membayar kepada BMT, 
pembayarannya dilakukan setelah perbaikan pasar telah selesai” (wawancara 23 
April 2013, jam 17.00). 
Diperkuat oleh pernyataan Ibu Mawar (ketua pengurus BMT al-Azhar): 
“Jika rugi tidak ada yang dibagi, jika terjadi musibah hanya biaya pokok yang 
dikembalikan, itulah perlunya ada asuransi pembiayaan, karena jika ada 
asuransi maka pihak asuransi yang akan mengcover sisa angsuran yang ada 
di lembaga. Nasabah tidak membayar keuntungannya tapi biaya pokoknya 
harus tetap dibayar, jadi rugi sama-sama rugi. Namun jika ada nasabah yang 
tidak mampu membayar pokoknya maka pengurus akan melakukan rapat. 
Dari rapat itulah diambil keputusan bahwa yang mendapat musibah seperti itu 
ditutupi dengan ZIS” (wawancara 16 April 2013, jam 14.00). 
 
Jadi, jika terjadi kerugian pada saat proses usaha maka nasabah dan 
pihak BMT akan menanggung bersama kerugian tersebut, karena di dalam 
sistem ekonomi syariah bukan hanya keuntungan yang dibagi akan tetapi 
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kerugiannya juga. Pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi 
berdasarkan porsi modal masing-masing pihak yang menanggung kerugian. 
 
4.2.4.5   Nisbah Terhindar dari Gharar 
Sistem bagi hasil di BMT al-Azhar Maros juga diterapkan dalam 
tabungan mudharabah. Pada tabungan mudharabah, dana yang disimpan 
nasabah akan dikelola BMT guna memperoleh keuntungan. BMT sebagai 
pengelola dana (mudharib) membagi keuntungan dengan pemilik modal (shahib 
al-maal) sesuai dengan nisbah (prosentase) yang berlaku, biasanya nisbah yang 
berlaku yaitu 30:70 sesuai dengan kesepakatan awal. Pembagian biasanya 
dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo yang mengendap. Tabungan 
mudharabah mengandung unsur ketidakpastian (gharar), karena nasabah 
sewaktu-waktu dapat menarik dananya dari BMT sehingga menimbulkan 
fluktuasi dana nasabah tersebut yang disimpan di BMT.  Untuk menghilangkan 
unsur gharar yang dilarang dalam Islam, BMT al-Azhar Maros menentukan limit 
waktu penarikan dana nasabah, bahwa nasabah tidak bisa menarik dananya 
sewaktu-waktu, kecuali melalui kesepakatan terlebih dahulu dalam jangka waktu 
tertentu. Berikut penuturan Ibu Mawar (ketua pengurus BMT al-Azhar Maros): 
“Di investasi mudharabah, hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu 
ada jatuh temponya, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil dalam bentuk 
berbagi pendapatan atas penggunaan dana itu. Seperti tabungan haji 
mudharabah, penarikannya itu dilakukan pada saat nasabah akan 
menunaikan ibadah haji atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan 
perjanjian nasabah. Sama dengan tabungan bungkesmas dan pendidikan 
bisa diambil jika sakit atau masuk rumah sakit, cek kesehatan atau membayar 
sekolah” (wawancara 22 April, jam 11.00).  
 
Jadi dengan ditentukannya limit waktu penarikan dana nasabah 
diharapkan agar  tidak terjadi pengendapan di BMT, sehingga tidak ada unsur 





4.2.4.6  Pembagian Hasil yang Proporsional 
Dalam menentukan nisbah bagi hasil antara BMT dan nasabah yang 
harus diperhatikan adalah kemampuan nasabah atau besar pendapatan yang 
diterima oleh tiap-tiap nasabah. Karena pendapatan yang didapat oleh nasabah 
berbeda-beda tergantung dari jenis usaha nasabah. Berikut penuturan Ibu Mawar 
(ketua pengurus BMT al-Azhar Maros): 
“Misalnya ada dua nasabah yang mengambil pembiayaan dengan nominal 
yang sama yaitu Rp. 1.000.000,-. Nasabah A merupakan pedagang telur dan 
nasabah B merupakan pedagang sayur, akan tetapi pembagian hasil antara 
nasabah A dengan nasabah B berbeda karena masing-masing harga jual 
barang dan biayanya berbeda pula” (wawancara 19 Agustus, jam 10.00). 
Jadi, setiap nasabah mendapatkan perilaku yang berbeda sesuai 
dengan kemampuannya. Nominal pembiayaannya sama akan tetapi pembagian 
hasilnya berbeda, tergantung dari kesepakatan BMT dan nasabah. Pembagian 
hasil antara BMT dan nasabah haruslah proporsional sesuai dengan apa yang 
masing-masing diusahakan. Prosentase antara BMT dan nasabah sesuai 
dengan kontribusi masing-masing. Allah SWT berfirman dalam surah Hud ayat 
85 yang artinya: “Dan Syu‟aib berkata hai kaumku, cukupkanlah takaran dan 
timbanganmu dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap 
hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan 
membuat kerusakan”. Dari ayat tersebut nampak jelas bahwa pelaku ekonomi 
harus menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan dan 
kejahatan dalam masyarakat serta memenuhi apa yang menjadi hak dan 
kewajiban setiap nasabah. 
 
4.3 Pembahasan 
4.3.1 Sistem Bagi Hasil pada Masa Rasulullah 
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Sistem bagi hasil dalam kerjasama untuk menjalankan usaha telah 
dipraktikkan sejak zaman sebelum masehi. Sistem ini umumnya dilakukan oleh 
masyarakat Mekkah dan Madinah jauh sebelum Islam diturunkan melalui Nabi 
Muhammad saw. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang 
dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi 
umat Islam sejak zaman Rasulullah saw. 
Rasulullah saw yang dikenal dengan julukan al-amin, dipercaya oleh 
masyarakat Mekkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir 
sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin Ali Thalib r.a. untuk 
mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya (Karim, 2007:18). 
Praktik bagi hasil yang dijalankan di Mekkah pada masa Rasulullah saw adalah 
kerjasama perdagangan (usaha) dalam bentuk shirkah dan mudharabah. Ketika 
Nabi Muhammad saw berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad 
mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, 
maka praktik mudharabah ini dibolehkan, baik menurut al-Qur‟an, sunnah, 
maupun ijma. Dalam praktik mudharabah antara Khadijah dengan Nabi, saat itu 
Khadijah mempercayakan barang dagangannya dijual oleh Nabi Muhammad saw 
ke luar negeri.  Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal 
(shahib al-maal), sedangkan Nabi saw berperan sebagai pelaksana usaha 
(mudharib), (Karim, 2007:204). 
Menurut Afzalurrahman (2000:3-4), kaum Qurasy… Mereka 
mempunyai pengetahuan dagang yang sangat baik dan mendapatkan 
keuntungan yang sangat besar. Usaha perdagangan dilakukan dalam berbagai 
bentuk. Aneka jenis organisasi usaha pun telah mereka dirikan. Shirkah 
(kerjasama) dalam berbagai tipe dijalankan, di mana para pemilik modal dapat 
secara langsung terlibat dalam perdagangan atau hanya sleeping partner, dan 
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dengan cara demikian mereka ikut menikmati keuntungan dan menderita 
kerugian. Bahkan, kaum wanita yang tidak berdaya, para janda, anak-anak yatim 
dapat berdagang melalui satu atau jenis lain kerjasama ini. Khadijah adalah 
seorang janda kaya yang melakukan perdagangan melalui cara ini dengan 
orang-orang yang berbeda. Nabi memulai karir dagangnya dengan dana 
Khadijah atas dasar kerjasama semacam ini. Hadrat Abbas, paman Nabi, 
mempunyai suatu usaha yang sangat besar dengan cara yang seperti ini. 
Biasanya ia meminjamkan uangnya pada orang-orang untuk berdagang 
berdasarkan waktu tertentu. 
Muhammad benar-benar mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang 
adil dalam transaksi-transaksinya. Selain itu ia juga selalu menasehati para 
sahabatnya untuk melakukan hal serupa. Ketika berkuasa dan menjadi kepala 
Negara Madinah, ia telah mengikis habis transaksi-transaksi dagang dari segala 
macam praktik yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, 
ketidakpastian,  keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan dan 
pasar gelap (Afzalurrahman, 2000:20). 
Dari berbagai sistem ekonomi yang ada, dengan segala kelebihan dan  
kekurangan yang dimiliki, sistem ekonomi syariah dianggap sebagai solusi dari 
berbagai sistem ekonomi yang ada karena terbukti sistem ekonomi syariah 
menjadi sistem ekonomi yang mampu memberikan kemakmuran dan 
kesejahteraan yang nyata dalam penerapannya  pada saat zaman Rasulullah 
saw karena sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan 
pada nilai keadilan dan kejujuran yang merupakan refleksi dari hubungan vertikal 
antara  manusia dengan Allah SWT. Jadi, sistem ekonomi syariah mengajak para 
pelakunya untuk lebih peduli kepada sesama manusia sebagai salah satu sarana 
dalam mencapai keselamatan dunia dan akhirat. 
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4.3.2 Indikator Penilaian Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil dan 
Penerapannya pada BMT al-Azhar Maros 
Terdapat banyak aspek yang dapat digunakan dalam menilai apakah 
sistem bagi hasil yang diterapkan oleh sebuah lembaga keuangan syariah sudah 
benar-benar adil dan sesuai dengan hukum-hukum syariah yang tidak hanya 
memfokuskan diri untuk meraup keuntungan atau profit yang sebesar-besarnya 
akan tetapi memperhatikan hak dan kewajiban dari nasabah yang melakukan 
bagi hasil dengan BMT. Keberhasilan BMT al-Azhar Maros ini dapat dilihat dari 
bertambahnya nasabah pembiayaan setiap tahunnya dan tetap bertahan hingga 
sekarang yaitu tujuh belas tahun lamanya.  
Berikut akan disajikan  tabel indikator nilai keadilan dalam sistem bagi 
hasil dan penerapannya pada BMT al-Azhar Maros yang diperoleh melalui hasil 
observasi langsung ke objek penelitian serta wawancara kepada pihak BMT     
al-Azhar Maros dan beberapa nasabah pembiayaan, serta pengumpulan 













Tabel 4.3 Indikator Penilaian Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil dan 
Penerapannya pada BMT al-Azhar Maros 
 
 
Sumber: Diolah Sendiri 
 
4.3.2.1 Prinsip Keadilan dalam Implementasi 
Aplikasi prinsip keadilan dalam implementasi yang ditunjukkan oleh 
pihak BMT yaitu antara lain negosiasi yang seimbang antara nasabah dengan 
BMT, transparansi dana, jangka waktu yang konsisten, bagi untung dan rugi dan 
nisbah terhindar dari gharar. Adapun aplikasi-aplikasinya dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
 
4.3.2.1.1 Negosiasi yang Seimbang antara Nasabah dengan BMT 
Negosiasi merupakan sesuatu yang dilakukan setiap saat dan terjadi 
hampir di setiap aspek kehidupan kita. Negosiasi dilakukan untuk mengatasi atau 
menyesuaikan perbedaan, memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dapat 
dipaksakan dan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah 
No.  Indikator Penilaian Keadilan 
dalam Sistem Bagi Hasil 
Penerapan pada BMT 





2.      Prinsip Keadilan dalam  
     Nisbah Bagi Hasil. 
 
 Negosiasi yang seimbang antara 
nasabah dengan BMT. 
 
 Transparansi dana. 
 
 Jangka waktu yang konsisten. 
 
 Bagi untung dan rugi. 
 
 Nisbah terhindar dari gharar. 
  





pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BMT diketahui bahwa 
sebelum nasabah membuat permohonan dilakukan negosiasi dengan nasabah, 
hal ini dilakukan agar tidak ada yang merasa berkuasa atau diberatkan. Di dalam 
al-Qur‟an  surah An-nisa ayat 29 kaum muslim diperintahkan untuk melakukan 
perdagangan dengan persetujuan timbal-balik antara kedua belah pihak: “Hai 
orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan  yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang  berlaku dengan 
suka sama suka di antara kamu”. Ayat ini menunjukkan sarana yang diharamkan, 
termasuk semua cara yang bertentangan dengan hukum Islam dan prinsip-
prinsipnya serta cara-cara yang salah dan tidak bermoral. Perdagangan di sini 
meliputi seluruh transaksi yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan, 
manfaat dan lain-lain, seperti bisnis, industri dan lain-lain, yang dengannya orang 
dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang lain yang membayar untuk 
pelayanan yang diberikan. „Kesepakatan bersama‟ mengandung arti bahwa 
semua transaksi harus dilakukan dengan persetujuan bersama, bukan atas dasar 
paksaan maupun penipuan (Afzalurrahman, 2000:26).   
Rasulullah saw. juga mengingatkan bahwa: “Wahai orang-orang yang 
beriman, takutlah akan kezaliman (ketidakadilan), sebab sesungguhnya dia akan 
menjadi kegelapan pada hari pembalasan nanti”. Jadi, kesepakatan yang telah 
diperoleh dari negosiasi antara nasabah dan BMT memberikan kebebasan 
kepada kedua belah pihak agar akad yang dibuat tidak menimbulkan kezaliman, 
paksaan dan tekanan kepada salah satu pihak dalam akad. 
 
4.3.2.1.2 Transparansi Dana 
Hubungan yang harmonis antara BMT dengan nasabah akan tercipta 
jika kedua belah pihak saling terbuka dan bersikap jujur. Dari hasil penelitian 
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diketahui bahwa nasabah menuliskan hasil penjualannya yang nantinya akan 
diserahkan kepada pihak BMT.  Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah 
al-Baqarah ayat 282 yang menganjurkan untuk menuliskan apabila bermuamalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan yaitu : 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 
hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan 
janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah 
mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang 
berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa 
kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari 
hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 
(keadaannya), atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah 
walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang 
saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Kemudian kalau tidak ada saksi dua 
orang lelaki, maka bolehlah, seorang lelaki dan dua orang perempuan dari 
orang-orang yang kamu setujui menjadi saksi, supaya jika yang seorang lupa 
dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu maka dapat diingatkan oleh yang 
seorang lagi. Dan jangan saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil 
menjadi saksi. Dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang 
bertempoh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. Yang demikian 
itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan (menguatkan) keterangan 
saksi, dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. 
Kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama 
sendiri, maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. Dan adakanlah saksi 
apabila kamu berjual-beli. Dan janganlah mana-mana jurutulis dan saksi itu 
disusahkan. Dan kalau kamu melakukan (apa yang dilarang itu), maka 
sesungguhnya yang demikian adalah perbuatan fasik (derhaka) yang ada 
pada kamu. Oleh itu hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah; dan (ingatlah), 
Allah (dengan keterangan ini) mengajar kamu; dan Allah sentiasa Mengetahui 
akan tiap-tiap sesuatu”. 
 
Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi 
pembiayaan mudharabah. Karena dalam pembiayaan pihak BMT tidak ikut 
campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah yang telah diberikan modal. 
Menurut Afzalurrahman (2000:27) pedagang yang tidak jujur pelan-pelan pasti 
akan mengalami kegagalan menggeluti profesinya, sebaliknya pedagang yang 
jujur akan berhasil. Niat baik merupakan aset yang berharga bagi para 
pedagang. Ini tidak dapat dipertahankan tanpa adanya hubungan yang jujur dan 
baik dengan para pelanggan. Di samping kekayaan duniawi, ada pahala besar 
pada hari kebangkitan nanti yang disediakan bagi para pedagang jujur. 
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Keadilan akan tercipta jika sikap jujur dijadikan sebagai landasan, 
sebagaimana yang terdapat dalam kutipan surah Al-a‟raf ayat 159 bahwa: “Dan 
di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk (kepada 
manusia) dengan haq dan dengan yang haq itulah mereka menjalankan 
keadilan”. 
  
4.3.2.1.3  Jangka Waktu yang Konsisten 
Perjanjian tertulis yang tertera dalam akad harus dilaksanakan secara 
konsisten oleh nasabah dan pihak BMT. Menurut mazhab Maliki, bila diberi batas 
waktu tertentu, maka pembayaran kembali utang wajib tepat waktu, sekalipun ia 
belum sempat memanfaatkan barang itu sebagaimana biasanya. Karena jika 
tidak diberi batas waktu tertentu, bisa jadi ada kebiasaan dalam masyarakat 
dimana utang piutang semacam itu dikembalikan pada waktu khusus.  
Fatwa Dewan Syariah No. 19/DSN-MUI/IX/2000, tanggal 9 april 2001 
tentang al-Qard, antara lain menegaskan bahwa nasabah al-Qard wajib 
mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati 
bersama. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh 
kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah 
telah memastikan ketidakmampuannya, Lembaga Keuangan Syariah dapat 
memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus sebagian atau 
seluruh kewajibannya. Adapun menurut UU perbankan No. 10 tahun 1998, 
pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak 
lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 
jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Ismail, 2011:106). 
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BMT memberikan kepercayaan kepada pihak  nasabah yang 
menerima pembiayaan memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana 
BMT sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. BMT memberikan 
pembiayaan kepada nasabah dengan memberikan kepercayaan kepada 
nasabah untuk dapat memenuhi kewajibannya. Karena itu, jangka waktu 
pembiayaan atau jatuh tempo pembiayaan perlu ditentukan secara pasti dalam 
suatu akad pembiayaan. 
 
4.3.2.1.4  Bagi Untung dan Bagi Rugi 
Pada sistem bagi hasil terdapat juga pembagian resiko, dalam hal ini 
bukan hanya keuntungan yang dibagi akan tetapi kerugian juga harus dibagi. 
Dimana apabila usaha dari nasabah mengalami kerugian, maka pihak pemilik 
modal dalam hal ini pihak BMT juga ikut bersama-sama menanggung kerugian 
tersebut dengan syarat kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaian, 
kesalahan atau kesengajaan dari pihak nasabah. Hal ini sesuai dengan apa yang 
dikemukakan oleh salah satu nasabah pembiayaan yang dimana ketika terjadi 
kebakaran diberikan pembebasan pembayaran hingga kondisi pasar kembali 
seperti semula. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah as-Shaad ayat 24 
yang berbunyi: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan 
meminta kambingmu itu untuk kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka itu”. 
Menurut Ascarya (2007:54) keuntungan didasarkan pada kesepakatan para 
pihak, sedangkan kerugian selalu tergantung pada proporsi investasinya. Untuk 
mudharabah, apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan 
bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung 
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sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan 
keahlian yang telah dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan 
kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya 
(Ascarya, 2007:61). 
Kesediaan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi 
kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan. Pihak investor 
menanggung risiko kerugian dari modal yang telah diberikan, sedangkan pihak 
mudharib menanggung risiko tidak mendapatkan keuntungan dari hasil pekerjaan 
dan usaha yang telah dijalankannya, dengan catatan apabila kerjasama tersebut 
tidak menghasilkan keuntungan (profit) (Saeed, 2003:98). 
Apabila terjadi kerugian dalam usaha, maka pihak mudharib hanya 
tidak mendapatkan keuntungan, sedangkan investor harus menanggung risiko 
kerugian tersebut, dengan catatan mudharib dalam menjalankan usahanya 
sesuai dengan aturan yang telah mereka setujui, tidak menyalahgunakan modal 
yang dipercayakan kepadanya (Saedd, 2003:99). Jadi, sistem bagi hasil adalah 
pola pembagian keuntungan maupun kerugian antara BMT dengan nasabah 
berdasarkan kesepakatan bersama. 
 
4.3.2.1.5  Nisbah Terhindar dari Gharar 
Unsur gharar artinya adanya ketidakpastian sumber dana yang dipakai 
untuk membayar. Gharar adalah suatu akad yang tersembunyi yang memiliki 
akibat lebih dari satu kemungkinan dan yang paling sering terjadi adalah 
kemungkinan terburuk (Wibowo dan Untung Hendy, 2005:73). Nabi bersabda: 
“Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu dan berbaliklah pada apa yang tidak 
meragukanmu”, maka dalam setiap transaksi perdagangan harus ada kejelasan.  
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Untuk menghilangkan unsur gharar yang dilarang dalam Islam, pihak 
BMT  menentukan limit waktu penarikan dana nasabah, bahwa nasabah tidak 
bisa menarik dananya sewaktu-waktu, kecuali melalui kesepakatan terlebih 
dahulu dalam jangka waktu tertentu. Jadi, dengan ditentukannya limit waktu 
penarikan dana nasabah diharapkan agar  tidak terjadi pengendapan di BMT 
sehingga tidak ada unsur gharar di dalamnya. 
 
4.3.2.2  Prinsip Keadilan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil 
Aplikasi prinsip keadilan dalam penentuan nisbah bagi hasil yang 
ditunjukkan oleh pihak BMT adalah nisbah bagi hasil yang proporsional. Adapun 
aplikasinya dapat dijelaskan sebagai berikut: 
 
4.3.2.2.1  Nisbah Bagi Hasil yang Proporsional 
Ratio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus 
ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak 
ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk 
menetapkan lumsum untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang 
dikaitkan dengan modal investasinya (Ascarya, 2007: 53). Imam Malik dan Imam 
Syafi‟i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut 
kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi 
modal yang disertakan. Menurut Imam Abu Manifah dalam Ascarya (2007:54) 
mengatakan bahwa proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi 
modalnya.  
Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan ratio, 
bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan 
secara pasti kepada pihak yang terlibat dalam kontrak akan menjadikan kontrak 
tidak berlaku (Saeed, 2003:98). Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi 
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secara proporsional antara shahibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, 
semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah bukan untuk 
kepentingan pribadi mudharib, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. 
Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dengan mudharib sesuai 
dengan prorporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan 




























Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya 
dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Koperasi Syariah BMT al-Azhar Maros 
telah menerapkan prinsip-prinsip nilai keadilan terhadap nasabahnya meskipun 
masih ada kekurangan didalam sistemnya. Prinsip keadilan ini mencakup prinsip 
keadilan dalam implementasi dan prinsip keadilan dalam nisbah bagi hasil. 
Praktik aplikasi prinsip keadilan dalam implementasi yang ditunjukkan 
oleh pihak BMT yaitu yang pertama, negosiasi yang seimbang antara pihak BMT 
dengan nasabah yakni adanya tawar-menawar antara pihak BMT dengan 
nasabah sebelum dilakukan perjanjian (akad) yang mencakup nisbah bagi hasil 
dan pembayaran bagi hasil yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah 
sehingga tidak ada yang merasa lebih berkuasa atau lebih berhak. Kedua, 
transparansi dana yakni adanya penyampaian dari pihak BMT mengenai biaya-
biaya apa saja yang dimasukkan dan diperhitungkan dalam perjanjian dan 
adanya transparansi dana dari pihak nasabah dimana nasabah mencatat 
pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses menjalankan 
usaha, sehingga pihak BMT mengetahui modal yang digunakan oleh nasabah 
dipergunakan untuk apa saja. Ketiga, jangka waktu yang konsisten yakni adanya 
jangka waktu yang konsisten mengenai kapan sistem bagi hasil ini berakhir, hal 
ini tertuang di dalam akad yang sebelumnya telah dinegosiasikan oleh pihak 
BMT kepada nasabah, jika pembayaran bagi hasilnya dibayarkan sebelum jatuh 




Keempat, bagi untung dan rugi yakni jika terjadi kerugian yang menyebabkan 
sebagian modal hilang, maka pemilik modal yang menanggung kerugian 
tersebut, seperti jika terjadi kebakaran, penanggungan kerugian yang dilakukan 
oleh pihak BMT adalah dengan membebaskan pihak nasabah dari pembayaran 
bagi hasil sampai kondisi usaha tersebut kembali seperti semula. Jadi, nasabah 
hanya dibebankan pembayaran pokoknya saja. Kelima, ditentukannya limit waktu 
penarikan dana nasabah sehingga nasabah tidak bisa seenaknya menarik 
dananya di BMT seperti misalnya tabungan haji yang hanya dapat diambil ketika 
nasabah ingin menunaikan ibadah haji, serta tabungan bungkesmas dan 
pendidikan hanya bisa diambil ketika nasabah sakit atau masuk rumah sakit dan 
membayar biaya sekolah. 
Sedangkan aplikasi nilai keadilan dalam nisbah bagi hasil adalah 
nisbah bagi hasil yang proporsional tercermin dari prosentase antara BMT dan 
nasabah yang sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Prosentase bagi 
hasil sesuai dengan kemampuan nasabah dan pendapatan yang diterima. 
Adapun kendala-kendala yang dialami oleh Koperasi Syariah BMT          
al-Azhar dalam penerapan sistem bagi hasil adalah kendala yang terjadi pada 
nasabah yakni kurangnya pemahaman anggota mengenai sistem bagi hasil, jadi 
yang mereka tahu hanya dalam hal pinjam meminjam uang serta anggapan 
















Berdasarkan pembahasan tentang penerapan nilai keadilan dalam 
sistem bagi hasil pada Koperasi Syariah BMT al-Azhar Maros yang diuraikan 
sebelumnya, maka disarankan agar Koperasi Syariah BMT al-Azhar Maros 
dengan sumber dananya juga menggunakan prosentase nisbah bagi hasil 
berdasarkan keuntungan yang diperoleh oleh pihak BMT dan sebaiknya nasabah 
membuat laporan keuangan hasil usaha yang diserahkan kepada BMT. 
 
c. Keterbatasan Penelitian 
 
Penelitian ini belum membahas mengenai penentuan nilai keadilan 
dalam sistem bagi hasil. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat 
membahas mengenai hal ini. Sebagai manusia biasa tentunya peneliti memiliki 
keterbatasan, baik penguasaan ilmu pengetahuan dan keterjangkauan bahan 
pustaka. Sehingga hasil penelitian yang dituangkan dalam tulisan ini masih jauh 
dari sempurna. Dimohon kritik dan masukan dari pembaca untuk 
penyempurnaannya sebagai suatu karya ilmiah. Semoga Allah S.W.T meridhai 
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AKTIVA Rupiah PASSIVA Rupiah 
1. AKTIVA   2. PASSIVA   
KAS Rp.      143,280,452.00  
Kewajiban jangka 
pendek Rp. 1,081,741,036.00  
Kas Rp,      143,280,452.00  Simpanan Koperasi Rp.    241,049,678.00  
KAS PADA BANK Rp.      834,492,000.00  Simpanan Anggota KPRS Rp.      23,000,000.00  
Bank Muamalat Indonesia (BMI) Rp.      309,370,500.00  Simpanan Qurban/BMI Rp.           172,678.00  
Bank Syariah Mandiri (BSM) Rp.      523,121,500.00  Simpanan Walimah/BB, Rp.           500,000.00  
Simpanan Pokok PUSKOPSYAH Rp.          1,000,000.00  Simpanan Haji Rp.        3,377,000.00  
Bank BNI LPDB Rp.          1,000,000.00  
Simpanan Deposito 
Bisma Rp.    215,000,000.00  
SIMPANAN DI INKOPSYAH Rp.        39,000,000.00  Tabungan Koperasi Rp.    839,691,358.00 
Simpanan wajib INKOPSYAH Rp.          5,000,000.00  Tabungan Mudharabah Rp.    821,362,321.00 
Dana penyertaan di INKOPSYAH Rp.        30,000,000.00  Tab. Pembiayaan Arisan Rp.        9,700,000.00 
Simpanan pokok di INKOPSYAH Rp.          4,000,000.00  Tabungan Amanah ZIS Rp.        8,629,037.00 
PIUTANG PEMBIAYAAN Rp.   1,520,834,217.00  Penerimaan ZIS Rp       17,243,537.00 
Pembiayaan Pusat Rp.   4,520,834,217.00  Penyaluran ZIS Rp.       (8,614,500.00) 
Pemby. Mudh. Harian/Mingguan Rp.     133,223,632.00  
Kewajiban Jangka 
Panjang Rp. 1,897,917,201.00 
Pembiayaan Murabahah BSM Rp.              63,322.00  Dana Inkopsyah Rp.      88,888,905.00 
Pembiayaan Musyarakah 
Bulanan Rp.     390,407,505.00  
Simpanan Deposito 
Bisma Rp.    215,000,000.00  
Bank BNI LPDB Rp.         1,000,000.00  Simpanan Deposito Bisma Rp.    215,000,000.00  
SIMPANAN DI INKOPSYAH Rp.       39,000,000.00  Tabungan Koperasi Rp.    839,691,358.00  
Simpanan wajib INKOPSYAH Rp.         5,000,000.00  Tabungan Mudharabah Rp.    821,362,321.00  
Dana penyertaan di INKOPSYAH Rp.       30,000,000.00  Tab. Pembiayaan Arisan Rp.        9,700,000.00  
Simpanan pokok di INKOPSYAH Rp.         4,000,000.00  Tabungan Amanah ZIS Rp.        8,629,037.00  
PIUTANG PEMBIAYAAN Rp.  1,520,834,217.00  Penerimaan ZIS Rp.      17,243,537.00  
Pembiayaan Pusat Rp.  4,520,834,217.00  Penyaluran ZIS Rp.       (8,614,500.00) 
Pemby. Mudh. Harian/Mingguan Rp.     133,223,632.00  
Kewajiban Jangka 
Panjang Rp. 1,897,917,201.00  
Pembiayaan Murabahah BSM Rp.              63,322.00  
Dana Bank Syariah 
Mandiri (1) Rp.     180,053,018.00  
Perpanjangan Pembiayaan Rp.     480,589,758.00  Dana SUK Rp.       74,994,333.00  
Pembiayaan Murabahah KPRS Rp.     512,250,000.00  
 
Dana Bank Syariah 
Mandiri (2) Rp.     494,657,045.00  
Sektor Riil/Gadai Syariah Rp.         3,500,000.00  
 
Kredit astra /mobil Rp.       29,636,400.00  
Penyusutan Pinjaman Rp.      (90,727,017.00) Dana KPRS BSM 3 Rp.     419,687,500.00  
KOPERASI SYARIAH BMT AL-AZHAR 
BAITUL MAAL WAT TAMWIL 
NERACA 






Piutang pada BPRS / Koperasi Rp.     150,000,000.00  Dana LPBD Rp.     280,000,000.00  
Beban Bayar di muka Rp.     152,018,550.00  Dana Bergulir Syariah Rp.       80,000,000.00  
AKTIVA TETAP & 
INVENTARIS Rp.     823,771,095.00  Dana MAP Rp.     250,000,000.00  
Inventaris bangunan Rp.     758,320,000.00  JUMLAH PASSIVA Rp.  2,979,658,237.00  
Inventaris Bangunan Kantor Rp.     727,660,000.00  3.MODAL   
Inventaris Tanah Rp.       30,660,000.00  Simpanan Nasabah Rp      160,788,413.00  
INVENTARIS Rp.     317,437,700.00  Simpanan Pokok Khusus Rp.       20,624,740.00  
Inventaris peralatan kantor Rp.       44,670,850.00  Simpanan Pokok Anggota Rp.     113,261,500.00  
Inventaris kendaraanMobil (roda 
4) Rp.     258,061,850.00  Simpanan Wajib Anggota Rp.            730,000.00  
Inventaris kendaraan Motor 
(roda 2) Rp.       14,705,000.00  Simpanan Hibah/ZIS Rp.       26,172,173.00  
 
Akumulasi Penyusutan 




Rp.     269,913,888.00  
Akum. Peny. Inventaris 
Peralatan Kantor 
 




Rp.       15,000,000.00  
 








Rp.       69,648,425.00  
 








Rp.     124,360,000.00  
 
Akum. Peny. Bangunan Kantor 
 
Rp.    (44,014,984.00) 
 
Dana Titipan Pendidikan 
 
Rp.       10,905,463.00  
 




Rp.    (84,913,771.00) 
 
Dana KLP PEREMPUAN 
 








Rp.       27,339,333.00  
 
Beban Bayar di muka 
  
Rp.      30,000,000.00  
 










Dana Cadangan Umum 
Koperasi 
 
Rp.       83,898,009.00  
    
JUMLAH MODAL 
 
Rp.     558,041,634.00  
      
    LABA TAHUN 
BERJALAN 
 












AKTIVA Rupiah PASSIVA Rupiah 
1. AKTIVA   2. PASSIVA   
KAS  Rp.    156,692,766.00  Kewajiban jangka pendek 
Rp.   
1,170,613,397.00  
Kas  Rp.    156,692,766.00  Simpanan Koperasi 
Rp.          
2,017,000.00  
KAS PADA BANK  Rp.    234,524,000.00  Simpanan Haji 
Rp.          
2,017,000.00  
Bank Muamalat Indonesia 
(BMI)  Rp.    154,857,000.00  Tabungan Koperasi Rp.  1,168,596,397.00  
Bank Syariah Mandiri (BSM)  Rp.      75,667,000.00  Tabungan Mudharabah Rp.  1,129,324,860.00  
Simpanan Pokok 
PUSKOPSYAH  Rp.        1,000,000.00  Tab. Pembiayaan Arisan Rp.         9,700,000.00  
Bank BNI / BRI Syariah  Rp.        3,000,000.00  Tabungan Amanah ZIS Rp.         2,071,537.00  
SIMPANAN DI 
INKOPSYAH  Rp.    144,800,000.00  Penerimaan ZIS Rp.       10,918,037.00  
Simpanan wajib 
INKOPSYAH  Rp.      10,400,000.00  Penyaluran ZIS 
Rp.       
(8,846,500.00) 
Dana penyertaan di 
INKOPSYAH  Rp.    130,000,000.00  Titipan Tab. Bungkesmas Rp.       27,500,000.00  
Simpanan pokok di 
INKOPSYAH  Rp.        4,000,000.00  
Kewajiban Jangka 
Panjang Rp. 1,487,120,449.00  
Simpanan Asosiasi BDS  Rp.           400,000.00  Dana Inkopsyah Rp.       22,222,245.00  
PIUTANG PEMBIAYAAN  Rp. 1,325,806,292.00  
Dana Bank Syariah Mandiri 
(1) Rp.       26,914,373.00  
Pembiayaan Pusat  Rp. 1,325,806,292.00  Dana SUK Rp.       24,990,333.00  
Pembiayaan Harian dan 
Mingguan  Rp.    144,420,099.00  
Dana Bank Syariah Mandiri 
(2) Rp.     424,406,877.00  
Pembiayaan Murabahah 
Bulanan  Rp.    456,481,438.00  Dana KPRS BSM 3 Rp.       50,253,000.00  
Pembiayaan Bulanan  Rp.    467,904,755.00  Dana LPBD Rp.     186,665,317.00  
Pembiayaan Murabahah 
KPRS  Rp.    253,500,000.00  Dana MAP/BPTN Rp.     279,446,082.00  
Sektor Riil/Gadai Syariah  Rp.        3,500,000.00 Dana INKOPSYAH 2 Rp.     472,222,222.00 
Penyusutan Pinjaman  Rp.     
(90,727,017.00) 
JUMLAH PASSIVA Rp. 2,657,733,846.00 
Piutang pada 
BPRS/Koperasi 
 Rp.    150,000,000.00   
KOPERASI SYARIAH BMT AL-AZHAR 
BAITUL MAAL WAT TAMWIL 
NERACA 




Beban Bayar di muka 
 Rp.     
196,518,550.00  
 
3.MODAL   
AKTIVA TETAP & 
INVENTARIS  Rp. 1,135,169,095.00  Simpanan Nasabah  Rp.    183,192,598.00  
Inventaris bangunan  Rp.    896,320,000.00  Simpanan Pokok Khusus  Rp.      20,624,740.00  
Inventaris Gedung Kantor  Rp.    727,660,000.00  Simpanan Pokok Anggota  Rp.    132,118,000.00  
Inventaris Tanah dan 
Bangunan  Rp.    168,660,000.00  Simpanan Wajib Anggota  Rp.        1,484,000.00  
INVENTARIS  Rp.    490,835,700.00  Simpanan Hibah/ZIS  Rp.      28,965,858.00  
Inventaris peralatan kantor  Rp.      44,670,850.00  Dana Lain-Lain  Rp.    339,008,425.00  
Inventaris kendaraanMobil 
(roda 4)  Rp.    431,459,850.00  Dana: P2KER  Rp.      15,000,000.00  
Inventaris kendaraan Motor 
(roda 2)  Rp.      14,705,000.00  Dana KAKOP  Rp.      69,648,425.00  
Akumulasi Penyusutan 
Inventaris 
 Rp.   
(167,072,834.00) Dana GRATEKS/BBM  Rp.    124,360,000.00  
Akum. Peny. Inventaris 
Peralatan Kantor 
 Rp.     
(26,302,850.00) Dana KLP PEREMPUAN  Rp.    130,000,000.00  
Akum. Peny. Inventaris 
Kendaraan Mobil 
 Rp.     
(82,050,000.00) Cadangan  Rp.      29,848,020.00  
Akum. Peny. Inventaris 
Kendaraan Motor 
 Rp.     
(14,705,000.00) 
Dana Cadangan Umum 
Koperasi  Rp.      29,848,020.00  
Akum. Peny. Bangunan 
Kantor 
 Rp.      
44,014,984.00) JUMLAH MODAL  Rp.    552,049,043.00  
Akum. Penyusutan Beban 
Bayar dimuka 
 Rp.     
(84,913,771.00) LABA TAHUN BERJALAN  Rp.      48,000,797.00  
RUPA-RUPA AKTIVA  Rp.        5,000,000.00    
Pelayanan Listrik, Voucher 
& Telpon Rp.        5,000,000.00   






BAITUL MAAL WAT TAMWIL 
NERACA 
Per 31 Desember 2012 
 
AKTIVA Rupiah PASSIVA Rupiah 
1. AKTIVA   2. PASSIVA   
KAS Rp.       98,349,499.00  
Kewajiban jangka 
pendek Rp. 1,242,862,227.00  
Kas Rp.       98,349,499.00  Simpanan Koperasi Rp.         6,927,000.00  
KAS PADA BANK Rp.     284,803,050.00  Simpanan Haji Rp.         6,927,000.00  
Bank Muamalat Indonesia (BMI) Rp.         4,571,050.00  Tabungan Koperasi Rp. 1,235,935,227.00  
Bank Syariah Mandiri (BSM) Rp.            985,000.00  Tabungan Mudharabah Rp. 1,153,816,371.00  
Simpanan Pokok PUSKOPSYAH 
Rp.         1,000,000.00  Tabungan Amanah ZIS Rp.         3,662,356.00  
Bank BNI / BRI Syariah Rp.     278,247,000.00  Penerimaan ZIS Rp.       14,350,837.00  
SIMPANAN DI INKOPSYAH Rp.     248,400,000.00  Penyaluran ZIS Rp.      (10,688,481.00) 
Simpanan wajib INKOPSYAH Rp.       14,000,000.00  
Titipan Tab. 
Bungkesmas Rp.       27,500,000.00  
Dana penyertaan di INKOPSYAH Rp.     230,000,000.00  Tabungan Bungkesmas Rp.       50,956,500.00  
Simpanan pokok di INKOPSYAH Rp.         4,000,000.00  
Kewajiban Jangka 
Panjang Rp. 2,220,617,495.00  
Simpanan Asosiasi BDS Rp.            400,000.00  Dana LPBD Rp.       93,329,317.00  
PIUTANG PEMBIAYAAN Rp. 1,740,420,290.00  Dana BPTN Rp.       47,023,026.00  
Pembiayaan Pusat Rp. 1,740,420,290.00  Dana INKOPSYAH (2) Rp.     319,444,443.00  
Pemby. Mudh. Harian/Mingguan Rp.      76,214,185.00  
Dana PNM TECHNO 
(1.2) Rp      565,148,361.00  
Pembiayaan Murabahah 
Bulanan Rp.    359,537,350.00  Dana INKOPSYAH (3) Rp.     430,555,555.00  
Pembiayaan Sektor Riil Rumah 
Makan Rp.    885,311,500.00  
Dana PNM TECHNO 
(3) Rp.     765,116,793.00  
Pembiayaan Bulanan Rp     418,357,255.00  JUMLAH PASSIVA Rp. 3,463,479,722.00  




Penyusutan Pinjaman Rp.      (90,727,017.00) 
3.MODAL 
Simpanan Nasabah 
Rp.      
193,714,132.00  
Piutang pada BPRS / 
Koperasi Rp.      160,000,000.00  Simpanan Pokok Khusus 
Rp.        
20,264,740.00  
Beban Bayar di muka Rp.      314,823,050.00  
Simpanan Pokok 
Anggota 
Rp.      
140,174,500.00  
AKTIVA TETAP & 
INVENTARIS Rp.   1,351,375,095.00  Simpanan Wajib Anggota 
Rp.          
1,885,000.00  
Inventaris bangunan Rp.   1,096,320,000.00  Simpanan Hibah/ZIS 
Rp.        
31,029,892.00  
Inventaris Gedung Kantor Rp.      727,660,000.00  Dana Lain-Lain 
Rp.      
400,000,000.00  
Inventaris Tanah dan 
Bangunan Rp.      368,660,000.00  Dana BBM 
Rp.      
100,000,000.00  
INVENTARIS Rp.      507,041,700.00  Dana MAP 
Rp.      
250,000,000.00  
Inventaris peralatan kantor Rp.        44,670,850.00  Dana KLP PEREMPUAN 
Rp.        
50,000,000.00  
Inventaris kendaraanMobil 
(roda 4) Rp       447,665,850.00  Cadangan 
Rp.             
168,191.00  
Inventaris kendaraan Motor 
(roda 2) Rp.        14,705,000.00  
Dana Cadangan Umum 
Koperasi 
Rp.             
168,191.00  
Akumulasi Penyusutan 
Inventaris Rp.    (167,072,834.00) JUMLAH MODAL 
Rp.        
93,882,323.00  
Akum. Peny. Inventaris 
Peralatan Kantor  Rp.      (26,302,850.00) 
LABA TAHUN 
BERJALAN 
Rp.        
54,896,922.00  
Akum. Peny. Inventaris 
Kendaraan Mobil Rp.      (82,050,000.00)    
Akum. Peny. Inventaris 
Kendaraan Motor Rp.      (14,705,000.00)    
Akum. Peny. Bangunan 
Kantor Rp.      (44,014,984.00)    
Akum. Penyusutan Beban 
Bayar dimuka Rp.      (84,913,771.00)    
RUPA-RUPA AKTIVA Rp.         5,000,000.00     
Pelayanan Listrik,voucher & 
telpon Rp.         5,000,000.00     
      
TOTAL AKTIVA Rp. 4,112,443,967.00  TOTAL PASIVA Rp.  4,112,258,967.00  
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KOPERASI SYARIAH  BMT AL-AZHAR 
BAITUL MAAL WAT TAMWIL 
 LAPORAN LABA RUGI 





       
     Posisi Saldo 
 
Posisi Saldo 
 01 s/d 31/12/2010 Akumulasi 
 
PENDAPATAN  
  Pendapatan Operasional 
 
Rp   61,471,706.00  
Rp.  53,471,706.00 
 
Rp. 822,772,016.00  
Rp. 814,762,016.00 
    Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Umum Rp.  36,690,414.00 Rp. 638,502,474.00  
 Dari Pihak Ketiga Bukan Bank Rp.  36,690,414.00 Rp. 588,502,474.00  
        Pendapatan Margin Murabahah Rp.               -    Rp. 138,375,407.00  
        Pendapatan Qardh Rp.       165,000.00  Rp.        627,500.00  
        Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Rp.    6,647,304.00  Rp.   84,580,712.00  
        Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Rp.    7,672,110.00  Rp.   95,342,455.00  
        Pendapatan Margin Pemb.KPRS Rp.  22,125,000.00  Rp. 267,937,500.00  
        Pendapatan Sektor Riil/Gadai Syariah Rp.         81,000.00  Rp.     1,638,900.00  
      Dari DANA KPI R0.               -    Rp.   50,000,000.00  
    Pendapatan Bagi Hasil Pemb. Unit Rp.         28,550.00  Rp.   25,279,350.00  
      Pendapatan Adm. Lainnya Rp.         28,550.00  Rp.   25,279,350.00  
    Pendapatan Pembiayaan Lainnya Rp.           5,000.00  Rp.   22,958,000.00  
      Pendapatan Adm. Pembiayaan Arisan Rp.               -    Rp.          41,000.00 
      Jasa Lainnya Rp.           5,000.00  Rp.   22,917,000.00  
        Pendapatan Jasa Lainnya Rp.           5,000.00  Rp.   22,917,000.00  
    Pendapatan Administrasi Rp.  13,848,111.00  Rp. 111,306,260.00  
      Pend.Adm.Buku Tabungan Rp.       240,000.00  Rp.     2,862,580.00  
      Pend.Adm.Pemb.Mudharabah/Harian Rp.    8,548,111.00  Rp.   87,289,280.00  
      Pend.Adm.Pemb.Musyarakah/Bulanan Rp.    4,974,000.00  Rp.   20,940,900.00  
      Pend.Adm.Pemb.Gadai Syariah Rp.         50,000.00  Rp.        213,500.00  
    Pendapatan Provisi Rp.       640,500.00  Rp.     8,547,250.00  
      Pendapatan Provisi Pemb.Mudharabah 
Harian 
Rp.       640,500.00  Rp.     8,547,250.00  
    Pendapatan Lain-Lain Rp.    2,259,131.00  Rp.     8,168,682.00  
      Pendapatan Notaris Rp.               -    Rp.          30,000.00  
      Pendapatan Denda pembiayaan Rp.    2,189,131.00  Rp.     7,848,682.00  
      Pendapatan Materei Rp.         70,000.00  Rp.        290,000.00  
 Bagi Hasil kepada Pemilik Dana Rp.    8,000,000.00  Rp.     8,010,000.00  
   Pihak ketiga bukan Bank Rp.    8,000,000.00  Rp.     8,000,000.00  
     Lainnya Rp.    8,000,000.00  Rp.     8,000,000.00  
   Bank-Bank lain Rp.               -    Rp.          10,000.00  




Rp. 61,471,706.00  
 
Rp. 822,772,016.00  
 
BIAYA  
      
     Posisi Saldo 
01 s/d 31/12/2010 
  
      Posisi Saldo 




Rp. 60,353,154.00  
 
Rp. 757,802,590.00  
  Biaya Operasional Rp. 60,353,154.00  Rp. 751,556,723.00  
    Biaya Bagi Hasil Deposito Rp.              -    Rp.     1,552,500.00  
      BIAYA BONUS PYD BMT Rp.              -    Rp.     1,365,000.00  
      BIAYA BONUS PYD PSR CRKI,BTASE,MDI Rp.              -                                 Rp.        157,500.00  
    Bank-Bank lain Rp.  42,127,434.00  Rp. 377,973,896.00  
      Biaya Bagi Pihak III Rp.              -    Rp.          20,333.00  
      Biaya Bagi Hasil INKOPSYAH Rp.    1,249,445.00  Rp.   19,162,340.00  
      Biaya Bagi Hasil BSM (1) Rp.    8,525,394.00  Rp. 102,304,728.00  
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      Biaya Bagi Hasil Dana SUK Rp.       989,250.00  Rp.   15,310,650.00  
      Biaya Bagi Hasil KPRS Rp.  22,125,000.00  Rp. 223,687,500.00  
      Biaya Bagi Hasil Deposito BISMA Rp.    2,155,000.00  Rp.   10,405,000.00  
      Biaya Bagi Hasil BSM (2) Rp.    7,083,345.00  Rp.     7,083,345.00  
    Biaya Pegawai Rp.    9,498,220.00  Rp. 105,508,420.00  
      Biaya Gaji Karyawan Rp.    9,461,200.00  Rp. 100,363,400.00  
      BY BONUS ANGGOTA PYD Rp.         37,020.00  Rp.     5,095,020.00  
      Lainnya Rp.              -    Rp.          50,000.00  
      Pendidikan Intern Rp.              -    Rp.          16,000.00  
    Biaya Aktivitas Kantor Rp.   8,727,500.00  Rp. 266,535,907.00  
      Biaya Administrasi Umum/ATK Rp.   4,392,000.00  Rp.     7,290,700.00  
      Biaya Perlengkapan Kantor Rp.     1 22,000.00  Rp.        864,000.00  
      Rekening Telepon Rp.      353,000.00  Rp.     1,962,000.00  
      Rekening Listrik Rp.      453,000.00  Rp.     4,761,100.00  
      Rekening Air Rp.        35,500.00  Rp.        602,650.00  
    Biaya Kendaraan Rp.   1,168,000.00  Rp.   15,999,500.00  
      Bahan Bakar Kendaraan (BENSIN) Rp.   1,088,000.00  Rp.   10,471,500.00  
      Bahan Pelumas Kendaraan (OLI) Rp.              -    Rp.        140,000.00  
      Servis Kend. Dan Suku Cadang Rp.        80,000.00  Rp.     5,388,000.00  
    Promosi Rp               -    Rp.   44,250,000.00  
       Biaya Adm KPRS Rp.              -    Rp.   44,250,000.00  
    Biaya Materai dan Perangko Rp.      120,000.00  Rp.        520,000.00  
    Air Minum Rp.        12,000.00  Rp.        136,000.00  
    Biaya Photo copy Rp.        47,000.00  Rp.     1,441,100.00  
    Biaya Penyusutan Pinjaman Rp.              -    Rp.   90,615,875.00  
    By pembayarBPRS Rp               -    Rp.   55,219,982.00  
    Penghapusan Piutang sementara Rp.              -    Rp.   20,170,000.00  
    Biaya Transpot Perjalanan Dinas Rp.              -    Rp.     1,506,000.00  
    Biaya Konsumsi Rp.   1,960,000.00  Rp.   20,549,000.00  
    Biaya Tamu Rp.        65,000.00  Rp.        643,000.00  
    By Adm Deposito Rp.              -                                        Rp.            5,000.00  
Biaya Non Operasional Rp.              -    Rp.     6,245,867.00  
  Biaya Pajak Rp.              -    Rp.     2,719,200.00  
    Pajak Bumi dan Bangunan Rp.              -    Rp.        461,200.00  
    Pajak Kendaraan Kantor Rp.              -    Rp.     1,458,000.00  
    Pajak Usaha Rp.              -    Rp.        800,000.00  
  Penyusutan/Penyisihan/Amortisasi Rp.              -    Rp.     3,010,000.00  
    Biaya Bagi hasil dana MAP Rp.              -    Rp.     3,010,000.00  
  Lainnya Rp.              -    Rp.        516,667.00  
    Biaya Lain-Lain Rp.              -    Rp.        516,667.00  
TOTAL BIAYA Rp. 60,353,154.00  Rp. 757,802,590.00  
LABA RUGI Rp.   1,118,552.00  Rp.   64,969,426.00  
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN  Rp.                -    
LABA RUGI SETELAH PAJAK  Rp.   64,969,426.00  
KABUPATEN MAROS ,31 Desember 2010 
 
                                                
          




KOPERASI SYARIAH  BMT AL-AZHAR 
BAITUL MAAL WAT TAMWIL 
 LAPORAN LABA RUGI 




       
       Posisi Saldo 
  01 s/d 31/12/2011 
     
      Posisi Saldo 
        Akumulasi 
PENDAPATAN Rp. 123,295,327.00 Rp. 787,145,395.00 
  Pendapatan Operasional 
Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Umum 
Rp.   73,722,461.00 
Rp.   60,218,359.00 
Rp. 710,862,529.00 
Rp. 446,873,129.00 
      Dari Pihak Ketiga Bukan Bank Rp.   60,218,359.00 Rp. 446,873,129.00 
        Pendapatan Margin Murabahah Rp.          15,678.00 Rp.        750,678.00 
        Pendapatan Qardh Rp.        550,000.00 Rp.     8,629,997.00 
        Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Rp.     7,045,386.00 Rp.   75,545,268.00 
        Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Rp.     8,357,295.00 Rp.   95,262,186.00 
        Pendapatan Margin Pemb.KPRS Rp.   44,250,000.00 Rp. 265,500,000.00 
        Pendapatan Sektor Riil/Gadai Syariah Rp.                - Rp.     1,185,000.00 
    Pendapatan Bagi Hasil Pemb. Unit Rp.                -                  Rp.   75,607,648.00 
      Pendapatan Adm.Lainnya Rp.                -  Rp.   75,607,648.00 
    Pendapatan Pembiayaan Lainnya Rp.            5,000.00 Rp.   28,203,629.00 
      Pendapatan Adm. Pemb.Arisan Rp.                - Rp.        785,000.00 
      Jasa Lainnya Rp.            5,000.00 Rp.   27,418,629.00 
        Pendapatan Jasa Lainnya Rp.            5,000.00 Rp.   27,418,629.00 
    Pendapatan Administrasi Rp.   12,323,350.00 Rp. 145,911,920.00 
      Pend.Adm.Buku Tabungan Rp.        305,000.00 Rp.     3,740,101.00 
      Pend.Adm.Pemb.Mudharabah/Harian Rp.     8,908,100.00 Rp    98,010,319.00 
      Pend.Adm.Pemb.Musyarakah/Bulanan Rp.     3.110,250.00 Rp.   43,794,500.00 
      Pend.Adm.Pemb.Gadai Syariah Rp.                - Rp.        367,000.00 
    Pendapatan Provisi  Rp.        650,250.00 Rp.     9,628,600.00 
      Pend.Provisi Mudharabah Harian Rp.        650,250.00 Rp.     9,628,600.00 
    Pendapatan Lain-lain Rp.        525,502.00 Rp.     4,637,603.00 
      Pendapatan Notaris Rp                .- Rp.        120,000.00 
      Pendapatan Denda pembiayaan Rp.        445,502.00 Rp.     3,780,603.00 
      Pembiayaan Materei Rp.          80,000.00 Rp.        737,000.00 
  Bagi Hasil kepada Pemilik Dana Rp.   49,572,866.00 Rp.   75,582,866.00 
    Pihak ketiga bukan Bank Rp.   49,572,866.00 Rp.   71,582,866.00 
      Tabungan Mudharabah Rp.   19,440,448.00 Rp.   19,440,448.00 
      Lainnya Rp.   30,132,418.00 Rp.   52,142,418.00 
    Bank-Bank Lain Rp.                - Rp.     4,000,000.00 
      Lainnya Rp.                - Rp.     4,000,000.00 
  Pendapatan Non Operasional Rp.                - Rp.        700,000.00 
    Keuntungan karena penjualan aktiva tetap Rp.                - Rp.        700,000.00 










  01 s/d 31/12/2011 
       
       Posisi Saldo 
        Akumulasi 
BIAYA Rp. 117,033,406.00 Rp. 739,144,598.00 
Biaya Operasional Rp. 116,456,406.00 Rp. 731,789,398.00 
Biaya Bagi Hasil Deposito Rp.                - Rp.        563,367.00 
BIAYA BONUS PYD BMT Rp.                - Rp.        563,367.00 
Bank-Bank lain Rp.   23,557,724.00 Rp. 374,742,899.00 
Biaya Bagi Pihak III Rp.            1,700.00 Rp.            1,700.00 
Biaya Bagi Hasil INKOPSYAH Rp.        416,445.00 Rp.     9,305,840.00 
Biaya Bagi Hasil BSM (1) Rp.     8,525,397.00 Rp. 102,304,755.00 
Biaya Bagi Hasil Dana SUK Rp.        364,250.00 Rp.     7,816,950.00 
Biaya Bagi Hasil KPRS Rp.                - Rp. 132,000,000.00 
Biaya Bagi Hasil Deposito Bisma Rp.                - Rp.   11,535,000.00 
Biaya Bagi Hasil BSM (2) Rp.     6,100,821.00 Rp.   78,865,432.00 
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Biaya Bagi Hasil LPDB Rp.     4,000,000.00 Rp.   40,040,000.00 
Aktiva Tetap dan Inventaris Rp.                - Rp.     1,700,000,00 
By.Retribusi Kebersihan Rp.                - Rp.          20,000.00 
Biaya Pegawai Rp.   44,524,682.00 Rp. 161,655,982.00 
Biaya Gaji Karyawan Rp.     9,724,000.00 Rp. 124,840,300.00 
Biaya Upah Lembur Rp.                - Rp.          50,000.00 
Tunjangan Hari Raya Rp.                - Rp.        550,000.00 
BY BONUS ANGGOTA PYD Rp.                - Rp.     1,405,000.00 
Lainnya Rp.   34,800,682.00 Rp.   34,810,682.00 
Biaya Rapat Rp.                - Rp.        115,000.00 
Biaya Rapat Pengelola Rp.                - Rp.          60,000.00 
Biaya Rapat Koordinasi Rp.                - Rp.          55,000.00 
Biaya Pendidikan & pelatihan Rp.                - Rp.          15,000.00 
Pendidikan Inetrn Rp.                - Rp.          15,000.00 
Biaya Aktivitas Kantor Rp.   48,374,000.00 Rp. 192,977,150.00 
Biaya Administrasi Umum/ATK Rp.        201,000.00 Rp.     2,487,700.00 
Biaya Perlengkapan Kantor Rp.        131,000.00 Rp.     2,338,500.00 
Rekening Telepon Rp.        114,200.00 Rp.     1,848,600.00 
Rekening Listrik Rp.        647,300.00 Rp.     5,845,300.00 
Rekening Air Rp.          67,600.00 Rp.     1,229,850.00 
Biaya Kendaraan Rp.     1,288,000.00 Rp.   24,529,100.00 
Bahan Bakar Kendaraan (BENSIN) Rp.     1,162,000.00 Rp.     13,975,00.00 
Bahan Pelumas Kendaraan (OLI) Rp.        104,000.00 Rp.        383,000.00 
Servis Kend. Dan Suku Cadang Rp.          22,000.00 Rp.   10,171,000.00 
Promosi  Rp.   44,275,000.00 Rp. 135,721,500.00 
Biaya Bungeksmas Rp.          25,000.00 Rp.     2,409,000.00 
Biaya Adm KPRS Rp.   44,250,000.00 Rp. 133,312,500.00 
Pemeliharaan dan Perbaikan Aktv.ttp & Invt Rp.                - Rp.        210,000.00 
Pemeliharaan Peralatan Kantor/Komputer Rp.                - Rp.        210,000.00 
Perjalanan Dinas Rp.                - Rp.          70,000.00 
Biaya Materai dan Perangko Rp.                - Rp.        260,000.00 
Air minum Rp.            6,000.00 Rp.        116,000.00 
Biaya photocopy Rp.        105,900.00 Rp.     1,173,600.00 
Biaya Konsumsi Rp.     1,530,000.00 Rp.   15,843,000.00 
Biaya Tamu Rp.            8,000.00 Rp.        554,000.00 
By Adm Pembiayaan Rp.                - Rp.        750,000.00 
Biaya Non Operasional Rp.        577,000.00 Rp.     7,355,200.00 
Biaya Zakat/Infaq/Shadaqah Rp.                - Rp.          51,000.00 
Biaya Pajak Rp.          59,000.00 Rp.     3,751,200.00 
Pajak Bumi dan Bangunan Rp.          59,000.00 Rp.        673,200.00 
Pajak Kendaraan Kantor Rp.                - Rp.     2,135,000.00 
Pajak Reklame Rp.                - Rp.        500,000.00 
Pajak Usaha Rp.                - Rp.        443,000.00 
Lainnya Rp.        518,000.00 Rp.     3,553,000.00 
Bonus Arisan anggota Rp         500,000.00 Rp.     3,500.000.00 
Sumbangan Sosial Rp.                - Rp.          15,000.00 
Biaya Lain-Lain Rp.          18,000.00 Rp.          38,000.00 
TOTAL BIAYA Rp. 117,033,406.00 Rp. 739,144,598.00 
LABA RUGI Rp.     6,261,921.00 Rp.   48,000,797.00 
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN  Rp.                - 
LABA RUGI SETELAH PAJAK  Rp.   48,000,797.00 




KOPERASI SYARIAH BMT AL-AZHAR                                                                      
BAITUL MAAL WAT TAMWIL 
LABA RUGI 





     
     Posisi Saldo 
01 s/d 31/12/2012 
         
       Posisi Saldo 
         Akumulasi 
PENDAPATAN Rp. 52,419,524.00   Rp. 818,650,916.00  
  Pendapatan Operasional Rp. 52,419,524.00   Rp. 762,911,952.00  
    Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan 
Umum Rp. 15,571,803.00  Rp. 451,449,082.00  
      Dari Pihak Ketiga Bukan Bank Rp. 10,571,803.00  Rp. 446,449,082.00  
       Pendapatan Qardh Rp.              -     Rp.   12,167,500.00  
       Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Rp.   2,182,169.00   Rp.   58,182,597.00  
       Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Rp.   8,327,634.00   Rp. 114,292,485.00  
       Pendapatan Margin Pemb.KPRS Rp               -     Rp. 259,687,500.00  
       Pendapatan Sektor Riil/Gadai Syariah Rp.        62,000.00   Rp.     2,119,000.00  
     Dari Bank lain di Indonesia Rp.   5,000,000.00   Rp.     5,000,000.00  
       Pendapatan Bank Lainnya Rp.   5,000,000.00   Rp.     5,000,000.00  
   Pendapatan Bagi Hasil Pemb. Unit Rp.              -     Rp. 120,543,890.00  
     Pendapatan Adm. Lainnya Rp.              -     Rp. 120,543,890.00  
   Pendapatan Pembiayaan Lainnya Rp. 32,798,247.00   Rp.   93,477,839.00  
     Pendapatan Adm. Pembiayaan Arisan Rp.              -     Rp.            5,000.00  
         Jasa Lainnya Rp. 32,798,247.00   Rp.   93,472,839.00  
           Pendapatan Jasa Lainnya Rp. 32,798,247.00   Rp.   93,472,839.00  
   Pendapatan Administrasi Rp.   3,842,974.00   Rp.   87,884,267.00  
       Pend.Adm.Buku Tabungan Rp.      730,974.00   Rp.     6,743,392.00  
       Pendapatan Deposito Rp.              -     Rp.     4,778,000.00  
 Pend.Adm.Pemb.Mudharabah/Hrin Rp.   1,725,250.00   Rp.   43,101,875.00  
       Pend.Adm.Pb.Musyarakah/Blanan Rp.   1,366,750.00   Rp.   32,913,000.00  
       Pend.Adm.Pemb.Gadai Syariah Rp.        20,000.00   Rp.        348,000.00  
   Pendapatan Provisi Rp.      166,500.00   Rp.     4,652,250.00  
       Pendapatan Provisi Pemb.Mudharabah 
Harian Rp.      166,500.00   Rp.     4,652,250.00  
   Pendapatan Lain-Lain Rp.        40,000.00   Rp.     4,904,624.00  
      Pendapatan Denda pembiayaan Rp.        30,000.00   Rp.     4,283,624.00  
      Pendapatan Asuransi Rp.              -     Rp.        215,000.00  
      Pembiayaan Materei Rp.        10,000.00   Rp.        406,000.00  
Bagi Hasil kepada Pemilik Dana Rp.              -     Rp.   55,733,964.00  
Pihak ketiga bukan Bank Rp.              -     Rp.   55,733,964.00  
Lainnya Rp.              -     Rp.   55,733,964.00  
Pendapatan Non Operasional Rp.              -     Rp.            5,000.00  
Lainnya Rp.              -     Rp.            5,000.00  
Lainnya Rp.              -     Rp.            5,000.00  
TOTAL PENDAPATAN Rp. 52,419,524.00   Rp. 818,650,916.00  
 
BIAYA 
      
     Posisi Saldo 
01 s/d 31/12/2012 
         
      Posisi Saldo 
        Akumulasi 
BIAYA Rp. 51,581,007.00   Rp. 763,753,994.00  
  Biaya Operasional Rp. 51,581,007.00   Rp. 496,044,994.00  
    Biaya Bagi Hasil Tabungan Rp.              -     Rp.            4,800.00  
      Biaya Bg.hasil Tab.Mudharabah Rp.              -     Rp.            4,800.00  
    Biaya Bagi Hasil Deposito  Rp.      884,000.00   Rp.     2,045,000.00  
      BIAYA BONUS PYD BMT Rp.      884,000.00   Rp.     2,045,000.00  
    Bank-Bank lain Rp. 39,081,207.00   Rp. 332,460,194.00  
      Biaya Bagi Pihak III Rp.              -     Rp.            1,200.00  
      Biaya Bagi Hasil INKOPSYAH Rp.              -     Rp.     7,777,866.00  
     Biaya Bagi Hasil BSM (1) Rp.              -     Rp.   38,399,681.00  
      Biaya Bagi Hasil Dana SUK Rp.              -     Rp.     1,187,417.00  
      Biaya Bagi Hasil BSM (2) Rp.              -     Rp.   60,035,163.00  
97 
 
      Biaya Bagi Hasil LPBD Rp.      690,000.00   Rp.     9,981,000.00  
      Biaya Bg.hasil INKOPSYAH 2 Rp.   4,525,611.00   Rp.   60,998,271.00  
      By Bagi Hasil Dana BTPN Rp.   1,901,596.00   Rp.   19,479,298.00  
      By Bagi  Hasil PNM TECHNO 1,2&3 Rp. 25,667,389.00   Rp. 101,936,743.00  
      Bagi Hasil INKOPSYAH (3) Rp.   6,296,611.00   Rp.   32,663,555.00  
    Biaya Pegawai Rp.   8,470,000.00   Rp. 114,917,800.00  
      Biaya Gaji Karyawan Rp.   8,470,000.00   Rp. 112,203,000.00  
      Biaya Bonus Pengelola/Karyawan Rp.              -     Rp.        831,000.00  
      BY BONUS ANGGOTA PYD Rp.              -     Rp.     1,396,700.00  
      Lainnya Rp.              -     Rp.        487,100.00  
    Biaya Pendidikan & pelatihan Rp.              -     Rp.        500,000.00  
      Pendidikan Inetrn Rp.              -     Rp.          50,000.00  
      Pendidikan Extern Rp.              -     Rp.        450,000.00  
    Biaya Aktivitas Kantor Rp.   3,145,800.00   Rp.   46,117,200.00  
      Biaya Administrasi Umum/ATK Rp               -     Rp.     2,414,700.00  
      Biaya Perlengkapan Kantor Rp.        25,000.00   Rp.     2,924,500.00  
      Rekening Telepon Rp.      384,300.00   Rp.     3,389,500.00  
      Rekening Listrik Rp.      497,600.00   Rp.     6,272,000.00  
      Rekening Air Rp.              -     Rp.        619,800.00  
    Biaya Kendaraan Rp.   1,043,000.00   Rp.   13,885,500.00  
      Bahan Bakar Kendaraan (BENSIN) Rp.      963,000.00   Rp.   11,839,000.00  
      Bahan Pelumas Kendaraan (OLI) Rp.        55,000.00   Rp.        357,000.00  
      Servis Kend. Dan Suku Cadang Rp.        25,000.00   Rp.     1,689,500.00  
    Pemeliharaan dan Perbaikan Aktv.ttp & 
Invt Rp.              -     Rp.        100,000.00  
      Pemeliharaan Peralatan 
Kantor/Komputer Rp.              -     Rp.        100,000.00  
      Biaya Materai dan Perangko Rp.              -     Rp.        240,000.00  
      Biaya Transfer Rp.              -     Rp.            5,000.00  
      Air Minum Rp.              -     Rp.          44,000.00  
      Biaya Photo copy Rp.     149,900.00   Rp.     1,552,800.00  
      Biaya Transport Perjalanan Dinas Rp.              -     Rp.          11,000.00  
      Biaya Konsumsi Rp.  1,046,000.00   Rp.   13,835,800.00  
      Biaya Tamu Rp.              -     Rp.        519,000.00  
      By Adm Pembiayaan Rp.              -     Rp.        303,600.00  
  Biaya Non Operasional Rp.              -     Rp. 267,709,000.00  
    Biaya Zakat/Infaq/Shadaqah Rp.              -     Rp.        800,000.00  
    Biaya Pajak Rp.              -     Rp.     1,334,200.00  
      Pajak Bumi dan Bangunan Rp.              -     Rp.        638,200.00  
      Pajak Kendaraan Kantor Rp.              -     Rp.        204,000.00  
      Pajak Usaha Rp.              -     Rp.        492,000.00  
    Lainnya Rp,              -     Rp. 265,574,800.00  
     Bonus Arisan anggota Rp.              -     Rp.     1,276,000.00  
     Sumbangan Sosial Rp.              -     Rp.        307,500.00  
     Biaya Lain-Lain Rp.              -     Rp. 263,991,300.00  
TOTAL BIAYA Rp. 51,581,007.00   Rp. 763,753,994.00  
LABA RUGI Rp.      838,517.00   Rp.   54,896,922.00  
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN   Rp.                -    
LABA RUGI SETELAH PAJAK   Rp.   54,896,922.00  












































PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA 
KOPSYAH BMT AL-AZHAR 
TAHUN BUKU 2010 
 
 
           PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA                Rp. 64.969.426 
           Pajak                                                   14% 
           SHU BERSIH 
 
1. Dana Cadangan 
 
2. Transaksi Usaha 
 
3. Partisipasi Modal 
 
4. Dana Pendidikan 
 
5. Zakat Infaq Sadaqah (ZIS) 
 
6. Kesejahteraan Pengurus & 
Pengawas 
 
7. Kesejahteraan Karyawan 
         
        25% 
         
        25% 
         
        20% 
           
         5% 
           
         5% 
 
         
       10% 
          
       10% 
 
 
 Rp. 13.968.427 
 
 Rp. 13.968.427 
 
 Rp. 11.174.741 
 
 Rp.   2.793.685 
 
 Rp.   2.793.685 
 
 
 Rp.   5.587.371 
 
 Rp.   5.587.371 
 
               Jumlah 
  
 Rp. 55.873.706 
 
Terbilang = (Lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu puluh 















PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA 
KOPSYAH BMT AL-AZHAR 
TAHUN BUKU 2011 
 
 
           PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA             Rp.     48.000.797 
           Pajak                                                   14% 
           SHU BERSIH 
 
1. Dana Cadangan 
 
2. Transaksi Usaha 
 
3. Partisipasi Modal 
 
4. Dana Pendidikan 
 
5. Zakat Infaq Sadaqah (ZIS) 
 
6. Kesejahteraan Pengurus & 
Pengawas 
 
7. Kesejahteraan Karyawan 
         
        25% 
 
        25% 
 
        20% 
 
          5% 
           
          5% 
 
         
        10% 
 
 
        10% 
 
 
Rp.    10.320.171 
 
Rp.    10.320.171 
 
Rp.      8.256.137 
 
Rp.      2.064.034 
 
 Rp.     2.064.034 
 
 
 Rp.     4.128.069 
 
 
 Rp.     4.128.069 
 
               Jumlah 
  
Rp.    41.280.685 
 
Terbilang = (Empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ratus 














PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA 
KOPSYAH BMT AL-AZHAR 
TAHUN BUKU 2012 
 
 
           PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA              Rp.  54.896.922 
           Pajak                                                  14% 
           SHU BERSIH 
 
1. Dana Cadangan 
 
2. Transaksi Usaha 
 
3. Partisipasi Modal 
 
4. Dana Pendidikan 
 
5. Zakat Infaq Sadaqah (ZIS) 
 
6. Kesejahteraan Pengurus & 
Pengawas 
 
7. Kesejahteraan Karyawan 
       
      25% 
 
          25% 
 
        20% 
 
          5% 
 
          5% 
 
          
        10% 
 
 
        10% 
 
 
Rp.  11.802.838 
 
Rp.  11.802.838 
 
Rp.    9.442.271 
 
Rp.    2.360.568 
 
Rp.    2.360.568 
 
 
Rp.    4.721.135 
 
 
Rp.    4.721.135 
 
               Jumlah 
  
Rp.  47.211.353 
 
Terbilang = (Empat puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus lima 














“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu” 
(Qur‟an Surat Al-Ma‟idah:i) 
 
“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan 
bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka 
diantaramu” 
(Qur‟an Surat An-Nissa:29) 
Dari Abu Hurairah R.A. bahwa Nabi SAW pernah bersabda. 
“barang siapa meminjam dengan tekad mengembalikan, maka Allah akan membantumu 
melunasinya. Dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya, maka 
Allah akan membuatnya bangkrut” 
(Hadits) 
Dengan memohon petunjuk dan ridha Allah SWT, pada hari 
ini……..Tanggal,…….14….H bertepatan dengan tanggal…...20…..kami yang 
bertanda tangan di bawah ini : 
1. Nama                          : Koperasi syariah BMT al-Azhar Maros 
Alamat                        :……………………. 
Dalam hal ini diwakili oleh……………….Ketua Pengurus Kopsyah BMT       
al-Azhar Maros tersebut di atas,selanjutnya sebagai pihak I. 
2. Nama   : 
Tempat, tgl lahir : 
Alamat   : 
Pekerjaan  : 
Dalam hal ini sebagai nasabah Kopsyah BMT al-Azhar Maros tersebut 
diatas, selanjutnya disebut Pihak II kedua belah pihak telah bersepakat 
melaksanakan perjanjian pembiayaan al-Mudharabah,dengan ketentuan-
ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut: 
Pasal 1 
Perjanjian pembiayaan ini dilandasi oleh ketaqwaan kepada Allah SWT, 
saling percaya, ukhuwah Islamiyah dan rasa tanggung jawab 
Pasal 2 
Pihak ke II dengan ini mengakui dengan sebenarnya telah menerima 
uang sebesar Rp………… (………………………………) dari pihak 1 
Pasal 3 
Bahwa dana tersebut dalam Pasal 2 oleh Pihak II akan dipergunakan 







Pembiayaan al-Mudharabah ini diberikan untuk jangka 
waktu……………(…………………) Bulan,terhitung sejak tanggal…..tahun 
20..sampai dengan tanggal…bulan…tahun 20.. 
Pasal 5 
Pihak ke-II akan mengembalikan dana kepada Pihak 1 sebesar 
Rp………….tersebut pada pasal 2 selambat-lambatnya pada tanggal, 
dengan cara cicilan/sekaligus*) serta jumlah sesuai dengan ketentuan 
yang di sepakati 
Pasal 6 
Pihak ke-II pada akhir pembiayaan setiap bulan mulai tanggal………akan 
memberikan hasil pendapatan dari usahanya dengan nisbah porsi bagi 
hasil……(Pihak I…….Pihak II……….) 
Pasal 7 
Pembayaran tersebut pada pasal 5 dan pasal 6, dilakukan di Kantor 
Kopsyah BMT al-Azhar Maros ………… 
Pasal 8 
Untuk menjaga amanah yang diberikan oleh pihak II dengan ini menjamin 
harta dalam bentuk…….dan ………..dengan rincian sebagaimana pada 
lampiran. 
Pasal 9 
Dalam pelaksanaan pembiayaan ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal 
yang tidak diinginkan, dikarenakan dasar transaksi ini adalah semata-
mata karena Allah SWT. Namun apabila karena kehendak-Nya pula 
terjadi permasalahan kedua kedua belah pihak setuju menyelesaikannya 
dengan cara Musyawarah untuk Mufakat dan menurut peraturan atau 
prosedur yang ada di Kopsyah BMT al-Azhar Maros. Putusan Kopsyah 
BMT al-Azhar Maros merupakan keputusan akhir yang mengikat. 
 
Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya,tanpa ada 
unsur paksaan dari pihak manapun. 
Semoga Allah SWT memudahkan segala ikhtisar kita, Amin. 
 
Pihak II                                       Pihak  I 
 
 
                              (…………………)                       (………………..) 
    Saksi-saksi 
 
 
                             (………..………...)                        (…………..……) 
 
 
